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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat
Rahmat dan hidayahNya maka “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun
2022” Kemantren Kraton dapat tersusun.

Laporan disusun dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Borokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas
Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dan
berdasar Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022.Tentang Pedoman
Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Sebagai bentuk
pertanggungjawaban, Kemantren Kraton Kota Yogyakarta telah menyusun pelaksanaan
Kinerja instansi atau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022
dengan berdasarkan Perencanaan Stategis (RENSTRA) tahun 2017 - 2022

Kami berharap laporan ini dapat dipakai sebagai gambaran tentang kinerja Instansi
Kemantren Kraton Kota Yogyakarta , memberikan gambaran keberhasilan / kegagalan
tentang kinerja OPD dan merupakan salah satu upaya untuk dapat dipakai sebagai bahan
masukan dalam menentukan kebijaksanaan yang akan datang.

Kami menyadari dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan, maka
kami mohon saran dan masukan yang sifatnya membangun demi sempurnanya laporan
selanjutnya.

Demikian agar menjadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Januari 2023

antri Pamong Praja




RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Daerah Kemantren Kraton
Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Perangkat
Dareah KemantrenKraton yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator Kinerja
dari sasaran strategis , sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2017-2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan
melaksanakan strategi kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam
rencana strategis.
Ringkasan prestasi kinerja Perangkat Daerah KemantrenKraton yang dihasilkan di

Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:
Sasaran Strategis:
Tingkat perkembangan pembangunan KemantrenKraton meningkat
Dengan Indikatornya : Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton
Capaian kinerja sampai dengan akhir Desember 2022 adalah 380
Sasaran Program:
a. Indikator Program 1

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 adalah 85,44
b. Indikator Program 2

Angka Swadaya Murni

Capaian kinerja sampai dengan akhir Desember 2022 adalah Rp. 1.261.258.000,-
c. Indikator Program 3

Angka Pelanggaran Perda

Capaian kinerja sampai dengan akhir Desember 2022 adalah 36

Diluar indikator sasaran strategis dan sasaran program, pencapaian Kkinerja
Perangkat Daerah KemantrenKraton juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan
Pelaksaanaan anggaran program dan kegiatan.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran
menunjukan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Perangkat Daerah

KemantrenKraton kedepannya, sebagai berikut :

1. Jumlah personil/pegawai yang ada di KemantrenKraton dengan beban tugas yang

diemban kurang seimbang.



2.
3.
4.

Sarana dan prasarana instansi kurang memadai
Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi.

Belum maksimalnya kesadaran masyarakat

Adapun langkah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala:

1.

Mengusulkan ketingkat Kota Yogyakarta untuk pemenuhan jumlah personil sesuai anjab
dan memberi motivasi bagi pegawai dikemantren Kraton untuk bisa bekerja dengan
maksimal.
Mengusulkan pemenuhan sarana prasaran yang ada lewat RKBMD dan DPA Kemantren
Kraton.
Membangun kultur birokarsi Kemantren yang inovatif dan responsive berdasarkan
prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance)
Menjalin kerjasama dengan stake holder dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Mewujudkan pengembangan pelayanan kepada masyarakat berdasar sendi-sendi
pelayanan prima dan berinovasi
Melakukakan koordinasi terus menerus dengan instansi terkait.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini

penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Perangkat Daerah KemantrenKraton dalam

perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.
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BAB |
PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Kemantren
Kraton Kota Yogyakarta Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi
Pemerintah,Peraturan Menteri PAN dan RB Rl Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022Tentang
Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good
governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kemantren Kraton Kota
Yogyakarta Tahun 2021 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang
telah dan seharusnya dicapai oleh Perangkat Daerah Kemantren Kraton Kota
Yogyakarta

2. Mendorong Perangkat Daerah Kemantren Kraton Kota Yogyakarta  didalam
melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada
peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat.

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Perangkat Daerah Kemantren
Kraton Kota Yogyakarta untuk meningkatkan kinerjanya.

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Perangkat Daerah Kemantren
Kraton Kota Yogyakarta di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi
Perangkat Daerah Kemantren Kraton Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota YogyakartaPerangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020
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tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan juga menurut
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan |,
merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .Kemantren
mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum,
ketenteraman dan ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan
masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan
pada tingkat Kemantren. Kemantren Kraton mendukung pencapaian visi, misi, tujuan
dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta no.11 tahun 2017 tentang RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2027-2022.
Untuk mencapai visi misi Kepala Daerah Kemantren Kraton mendukung untuk misi
ke-1 Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat. Berikut ini Pohon
kinerja Kemantren Kraton tahun 2022
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Gambar 1.1 Pohon Kinerja
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Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat
untuk Keberdayaan Masyarakat dengan
Berpijak pada Nilai Keistimewaan.

. 2

Misi : Meningkatkan Kesejahteraan
dan Keberdayaan Masyarakat

v

Tujuan: Meningkatkan
perkembangan pembangunan

Kemantren Kraton
]

L 2

Sasaran: Tingkat Perkembangan
Pembangunan Kemantren Kraton
meningkat

v

Indikator: Nilai evaluasi
perkembangan pembangunan
Kemantreanraton

A 4

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAH

v

Indikator Program : Hasil

+

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN

v

Indikator Program :Nilai Survey
Kepuasan masyarakat

I

PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN

3

v
Indikator Program: Angka
swadaya murni

Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Admin
istrasi
Keuan

gan,
Perang

loat

‘4\;

S

Sub Bag.Keuangan &

PEP

Ad Penyed
mi iaan
nist Jasa
rasi Penunj
lim ang
\ Urusan
A —
Sub
Bag.Umumé&
Kepegawaian

Pemel
Barang
Milim
Daerah
Penunja
ng
Urusan
Pemerin

tah

-
PROGRAM
KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN
*
Indikator Program: Jumlah
pelanggaran Perda
—
Koordinasi upaya L
peyeenggaran | | Ko
ketenteraman dan Pene arl)<an
ketertiban umum g
Peraturan Daerah

v
/ Pemberdayaan
Koord Kelurahan
oore.penye Koordinasi Pelaksanaan Urusan
Ienggaraaf‘ Pemelihara Pemerintahan yg /
kegﬁ:? 3{ " an dilimpahkan
Tingkat Prasarana kepada Camat Kelurahan Kelurahan Kelurahan
Kecamatan dan sarana Patehan Panembah Kadipaten
Pelayanan *
* * Jawatan Jawatan
Jawatan Jawatan Umum Sosial
Praja Kemakmur
an

dan Peraturan

1 mmala Manuale

/

Jawatan
Keamanan




Susunan organisasi Kemantren, terdiri atas:

1. Mantri Pamong Praja;

2. Mantri Anom;

3. Sekretariat (dibawah Mantri Anom), terdiri atas:

a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

b. Sub. Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

4. Jawatan Praja;
5. Jawatan Kemakmuran;
6. Jawatan Umum;;
7. Jawatan Sosial;
8. Jawatan Keamanan;
9. Kelompok jabatan fungsional.
Gambar 1.1
Bagan Susunan Organisasi Kemantren
MANTRI
PAMONG PRAJA
MANTRI
ANOM
KELOMPOK
JABATAN |
UNGSIONAL | |
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
UMUM DAN KEUANGAN
KEPEGAWAIAN PERENCANAAN
EVALUASI
I [ | I |
JAWATAN JAWATAN JAWATAN JAWATAN JAWATAN
PRAJA KEAMANAN KEMAKMURAN SOSIAL UMUM

KELURAHAN

Daribagan Struktur Organisasi Kemantren Kraton tersebut dapat dijelaskan bahwa:

a. Mantri Pamong Praja adalah Kepala Kemantren dilingkungan Pemerintah Kota
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Yogyakarta

b. Sekretariat dipimpin oleh seorang Mantri Anom yang berada dibawah

danber tanggung jawab langsung kepada Mantri Pamong Praja

c. Masing-masing Jawatan

dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan

yang berada dibawah danber tanggung jawab langsung kepada Mantri Pamong

Praja

d. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh Pemangku Jabatan Fungsional

Senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Mantri

Pamong Praja

Susunan organisasi Kelurahan, terdiri atas:

1. Lurah;
2. Sekretaris Lurah;

3. Seksi Pemerintahan Ketenteraman dan Ketertiban;

4. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan

6. Kelompok jabatan fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Kelurahan

Gambar 1.

LURAH
Kelompok Jabatan SEKRETARIAT
Fungsional
SEKSI SEKSI SEKSI
PEMERINTAHAN PEREKONOMIAN PEMBERDAYAAN
KETENRAMAN DANPEMBANGUNA MASYARAKAT
DANKETERTIBAN N




1.2 Fungsi dan Tugas

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020
tentang  Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Kemantren dan Kelurahan Kota Yogyakarta bahwa Kemantren mempunyai tugas
mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan
ketertiban umum, perekonomian dan pembangunan,kesejahteraan masyarakat,
pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada

tingkat Kemantren.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

Kemantren mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan pemerintahan umum,
ketenteraman dan Kketertiban umum, perekonomian dan pembangunan,
kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan melaksanakan penugasan
urusan keistimewaan pada tingkatkemantren;

b. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasiKemantren;
c. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkatKemantren;

d. penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat Kemantren;

e. penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan pembangunan ditingkat
Kemantren;

f. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di
tingkatKemantren;

g. penyelenggaraan pembinaan teknis kelembagaan pemberdayaan masyarakat
di tingkatKemantren;

h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di tingkatKemantren;

i. penerbitan dokumen perizinan dan/atau dokumen nonperizinan sesuai
kewenanganKemantren;

J- pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh
instansi pemerintah di tingkatkKemantren;

k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;

|. pengoordinasian pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh
Walikota;



m. pengkoordinasian pelaksanaan penugasan keistimewaan di tingkat Kemantren;

n

0.

p.

-

w

!—F

pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatanKemantren;

pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok
jabatan fungsional padaKemantren;

pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan
Kemantren;

pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian
internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya
pemerintahan Kemantren;

pengoordinasian tindak lanjut laporan hasilpemeriksaan;

pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan
penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kemantren;dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugaskKemantren.

Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Mantri
Pamong Praja, dipimpin olen Mantri Anom.Sekretariat mempunyai tugas
menyelenggarakan kesekretariatan Kemantren.Untuk melaksanakan tugas

tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian  perencanaan  program  kegiatan  kesekretariatan

Kemantren;

b. pengoordinasian pelaksanaan program kesekretariatan

Kemantren;

c. membantu Mantri Pamong Praja dalam penkgoordinasian program kegiatan

jawatan;

d. pengoordinasian  penyelenggaraan  kegiatan  administrasi  umum

dankepegawaianKemantren;

e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan danaset

Kemantren;

f. pengoordinasian  penyelenggaraan  kegiatan  perencanaan, evaluasi,

danpelaporan Kemantren;

0. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Kemantren;



pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Kemantren;

pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem
pengendalianinternal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan

budayapemerintahan pada Sekretariat Kemantren;

pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaanpada
Sekretariat Kemantren;

pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem

pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan

budaya pemerintahan Kemantren;

. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;

pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporanKemantren;

pengoordinasian  pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi,

danpenyusunan laporan Kemantren; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidangtugasnya.

1. SubBagianUmum danKepegawaianberkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Mantri Anom, dipimpin oleh Kepala Sub
Bagian.Adapun ketugasan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah
melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan administrasi umum
dan kepegawaian Kemantren. Fungsi Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian ialah sebagai berikut :

a. penyusunan perencanaan kegiatan Subbagian Umum dan

Kepegawaian;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi umum dan

kepegawaian;
c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Kemantren;
d. pengelolaan aset Kemantren;
e. penyelenggaraan kerumahtanggaan Kemantren;
f. pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Kemantren;

g. pengelolaan administrasi kepegawaian Kemantren;



h. penyiapan bahan pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara di

lingkungan Kemantren;
i. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Kemantren;
J. fasilitasi pelaksanaan kehumasan Kemantren;
k. fasilitasi publikasi dan dokumentasi Kemantren;
|. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan;
m.pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;

n.pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal
pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya
pemerintahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;

0. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian

Umum dan Kepegawaian;

p.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan

Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan ,Evaluasi dan Pelaporan mempunyai
tugas:

melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan keuangan,
perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Kemantren. Adapun fungsinya
adalah :

a. penyusunan perencanaan kegiatan Subbagian Keuangan Perencanaan

Evaluasi dan Pelaporan;
b.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis keuangan, perencanaan,

evaluasi, dan pelaporan;
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penatausahaan keuangan Kemantren;

o

. pengelolaan perbendaharaan Kemantren;

@

pelaksanaan  akuntansi  keuangan dan  aset

Kemantren;

—h

pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Kemantren;

g. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Kemantren;



h. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan

informasi Kemantren;

i. fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan Kemantren;

J. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan budaya
pemerintahan Kemantren;

k .fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian internal
pemerintah pada Kemantren;

I. fasilitasi dan koordinasi pengembangan zona integritas Kemantren;

m. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;

n. pengelolaan arsip Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan
Pelaporan;

0. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal
pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya
pemerintahan pada Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan
Pelaporan;

p. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian
Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;

g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan
Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan

r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya

B. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan

sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di
bidang pemerintahan di tingkat Kemantren serta melaksanakan
koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan sebagian
urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Praja mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Praja;

b. pengoordinasian dan penyelenggaraan musyawarah perencanaan
pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;

c. pengoordinasian  penyusunan hasil musyawarah perencanaan

pembangunan di tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;



. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di

bidang pemerintahan umum;

. pelaksanaan ~ Tugas  Pembantuan  di  bidang

pemerintahan;

. pengoordinasian penyusunan dan pelaporan data monografi dan profil

Kelurahan;

. pelaksanaan pembinaan teknis dan penguatan rukun tetangga dan

rukun warga;

. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi

Pimpinan Kemantren;

I. pelaksanaan evaluasi perkembangan Kelurahan di tingkat Kemantren;

j. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan

di bidang pemerintahan umum;

. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan
urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat

Kemantren;

. pelaksanaan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial
perusahaan atau corporate sosial responsibility dalam rangka kegiatan

pemerintahan;

.pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat

Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Praja;

. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal
pemerintah, zona integritas, Kketatalaksanaan, dan budaya

pemerintahan pada Jawatan Praja;

. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan
Praja;
. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan

Jawatan Praja; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.



C. Jawatan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan
sebagian urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
dibidang ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kemantren.

Jawatan Keamanan mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Keamanan;

b. pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di
tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;

c. pelaksanaan pengawasan perizinan di wilayah Kemantren sesuai
dengan kewenangan;

d. pelaksanaan ketugasan pengamanan kantor dan pengamanan barang
inventaris kantor Kemantren;

e. pelaksanaan operasional kegiatan ketenteraman dan Kketertiban
umum di masyarakat;

f. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota
di bidang keamanan dan ketertiban;

g. pemberdayaan potensi perlindungan masyarakat di tingkat
Kemantren;

h. pelaksanaan Tugas Pembantuan operasional yang berkaitan dengan
penanggulangan bencana dan permasalahan keamanan dan ketertiban
umum;

i. pelaksanaan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial
perusahaan atau corporate social responsibility dalam rangka
kegiatan ketenteraman dan ketertiban;

J. pelaksanaan pengawasan dan tindakan nonyustisial terhadap
ketaatan masyarakat di wilayah Kemantren untuk mematuhi
Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, dan
peraturan perundang- undangan lainnya;

k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perizinan yang menjadi
kewenangan Kemantren;

I. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan
Kelurahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;

m. pengamanan Kkegiatan insidentil dan hari besar di wilayah



Kemantren;

pelaksanaan fasilitasi bantuan pengamanan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah
dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan,
ketenteraman, dan ketertiban umum di wilayah Kemantren;
pelaksanaan kendali teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja
yang bertugas di Kemantren;

pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di
tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;

pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Keamanan;

pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal
pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya
pemerintahan pada Jawatan Keamanan;

pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan
Keamanan;

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan
Jawatan Keamanan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya

. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan

sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang

perekonomian dan pembangunan di tingkat Kemantren.Adapun Jawatan

Kemakmuran mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.
b.

penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran;
pengoordinasian dan penyelenggaraan musyawarah perencanaan
pembangunan di tingkat Kemantren, serta penyusunan hasil
musyawarah rencana pembangunan;
pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di
tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota
di bidang perekonomian dan pembangunan;
monitoring dan evaluasi kegiatan perekonomian dan pembangunan di
wilayah Kemantren;
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pengelolaan data usaha pondokan, usaha ekonomi masyarakat,
pedagang kaki lima, dan kelompok ekonomi produktif di Kemantren;
pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang perekonomian dan
pembangunan;
fasilitasi pengembangan dan promosi potensi ekonomi wilayah
Kemantren;
fasilitasi pembinaan dan pemantauan pada penerapan dan
pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan, hortikultura,
peternakan, perikanan, dan perkebunan spesifik lokasi;
penyusunan dan pelaporan informasi pembangunan Kemantren;
penyiapan bahan kebijakan perencanaan pembangunan sarana dan
prasarana umum di wilayah Kemantren;
penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan
kewilayahan terintegrasi;
. pengoordinasian dan pembinaan kegiatan peningkatan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum di wilayah
Kemantren;
pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan Kelurahan
di bidang perekonomian dan pembangunan;
pelaksanaan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau
corporate social responsibility dalam kegiatan perekonomian dan
pembangunan;
pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat
Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;
pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Kemakmuran;
pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal
pemerintah, zona integritas, Ketatalaksanaan, dan budaya
pemerintahan pada Jawatan Kemakmuran;
pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan
Kemakmuran;
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan
Jawatan Kemakmuran; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
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E. Jawatan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sebagian

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang

kesejahteraan masyarakat di tingkat Kemantren serta melakukan

koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan

keistimewaan di bidang kebudayaan.Jawatan Sosial mempunyai fungsi

sebagai berikut:

a.
b.

penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Sosial,

pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di
tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;

pelaksanaan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang
dilaksanakan oleh Kelurahan;

fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;

pengoordinasian pembinaan teknis kampung, Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan, dan kelembagaan sosial masyarakat;

penyiapan bahan penetapan kepengurusan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan;

fasilitasi koordinasi terkait dengan kegiatan pemugaran, pemeliharaan
dan pengembangan benda-benda peninggalan sejarah  dan
kepurbakalaan di wilayah Kemantren;

pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di
bidang kesejahteraan masyarakat;

pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan
masyarakat;

pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang kesejahteraan masyarakat;
fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan distribusi bantuan sosial di
wilayah Kemantren;

pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan kegiatan

Kelurahan di bidang kesejahteraan masyarakat;

. pelaksanaan kerja sama dan tanggung jawab sosial perusahaan atau

corporate social responsibility dalam kegiatan kesejahteraan

masyarakat;

pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan

urusan keistimewaan di bidang kebudayaan di tingkat Kemantren;

pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di tingkat
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F.

Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya,;

pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Sosial;

pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal
pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya
pemerintahan pada Jawatan Sosial;

pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan
Sosial,

pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Jawatan
Sosial; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Jawatan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan

sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di

bidang pelayanan umum di tingkat Kemantren. Jawatan Umum

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.
b.

> @

penyusunan perencanaan kegiatan Jawatan Umum;

pengoordinasian usulan musyawarah perencanaan pembangunan di
tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;

pelaksanaan analisis dan kajian teknis perizinan yang menjadi
kewenangan Kemantren;

penerimaan, pemrosesan, penyiapan bahan penerbitan, dan penyiapan
bahan pembatalan perizinan yang menjadi kewenangan Kemantren;
pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota
di bidang pelayanan umum;

pelaksanaan Tugas Pembantuan di bidang pelayanan umum;
pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;

pencatatan administrasi umum dan administrasi perizinan;

penerbitan surat pengantar kelengkapan pernikahan dan perceraian;
pengelolaan pengaduan/keluhan dari masyarakat;

pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan kegiatan
Kelurahan di bidang pelayanan, informasi, dan pengaduan;

pelaksanaan kegiatan kerja sama dan tanggung jawab sosial
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perusahaan atau corporate social responsibility dalam rangka
kegiatan pelayanan umum;

m. pengoordinasian pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan di
tingkat Kemantren sesuai dengan bidang tugasnya;

n. pelaksanaan pengelolaan arsip Jawatan Umum;

0. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal
pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya
pemerintahan pada Jawatan Umum;

p. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Jawatan
Umum;

g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan
Jawatan Umum; dan

r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya

1.3 Isu-lsuStrategis

Pada tahun 2022, isu strategis nasional masih sekitar isu kesehatan dan
transformasi digital dengan mulai on boardingkan UMKM dalam situasi pandemi
Covid 19. Dalam situasi pandemi digitalisasi menjadi akselerator perekonomian,
selaras dengan hal tersebut Jawatan Umum Kemantren Kraton pada Tahun 2022 ini

memiliki beberapa isu strategis sebagai berikut :

1. Optimalisasi Pelayanan Publik

Optimalisasi  pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Optimalitas pelayanan publik dapat dicapai apabila
pelayanan prima dijalankan. Pelayanan prima dapat dicapai apabila faktor
internal dan eksternal dari suatu OPD peyelenggara pelayanan mendukung.
Fakor internal adalah berupa pelaksanaan pelayanan sesuai dengan standar
pelayanan, sarana dan prasarana, SDM aparatur, dan legitimasi (dasar hukum).
Sedangkan faktor eksternal adalah berupa partisipasi masyarakat. Pelayanan
publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjadikannya
optimal. Namun perlu adanya partisipasi dari masyarakat untuk ikut
mensukseskan suatu program yang telah dicanangkan pemerintah. Perlu adanya
kesadaran moral dan hukum oleh tiap-tiap anggota masyarakat. Pemerintah
melakukan sosialisasi namun hasil akhir ditentukan oleh partisipasi masyarakat.
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Faktor utama yang mempengaruhi partsipasi masyarakat terhadap suatu bentuk
pelayanan yang disediakan oleh pemerintah  adalah tingkat pengetahuan
masyarakat mengenai pelayanan tersebut terkait dengan instansi penyedia,
proses pelayanan dan manfaat atau hasil yang diterima dari pelayanan tersebut.

Isu strategis yang menjadi fokus Jawatan Umum Kemantren Kraton
pada Tahun 2022 ini adalah pengembangan media sosial kemantren antara lain
website, Hotline, dan media sosial lainnya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan
masyarakat mengakses berbagai informasi antara lain : jenis-jenis layanan yang
diselenggarakan kemantren, persyaratan pelayanan, pengumuman, jadwal
vaksin, jadwal layanan dukcapil, informasi peran serta masyarakat dalam
pembangunan, serta informasi kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh
Kemantren Kraton, sehingga diharapkan masyarakat dapat dengan mudah
mendapatkan informasi yang dibutuhkan, ikut berpartisipasi dalam
pembangunan, dan dibidang pelayanan dapat meminimalisir kekurangan berkas
yang diperlukan sehingga pelayanan yang diberikan dapat lebih cepat.

Dengan upaya meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik oleh Organisasi Perangkat Daerah dengan
berusaha memenuhi harapan warga masyarakat yang menghendaki kemudahan
prosedur pelayanan mudah dipahami, waktu penyelesaian pelayanan cepat,
kesesuaian biaya banyak sesuai, standar pelayanan sesuai, kemampuan petugas
pelayanan mampu, perilaku petugas pelayanan sopan dan ramah, maklumat
pelayanan sesuai, mekanisme penanganan pengaduan jelas dan ditindaklanjuti,
dan kenyamanan lingkungan sangat memadai.

. Penanggulangan permasalahan kesehatan jiwa

Kemantren Kraton sebagai daerah tujuan wisata utama di Kota
Yogyakarta memiliki adanya permasalahan yaitu tingginya angka ODGJ (Orang
dengan Gangguan Jiwa). Hal ini merupakan persoalan krusial yang harus segera
ditangani. Puskesmas Kraton yang memiliki kewenangan dan berkompeten
untuk menanggulangi permasalahan ini menghadapi beberapa kendala yaitu
kerja sama lintas profesi belum optimal dan keterbatasan anggaran untuk
pelaksanaan kegiatan.

. Isu strategis ketiga adalah optimalisasi kerjasama dengan stakeholder dalam
membangun infrastruktur pelayanan publik dalam rangka pemberdayaan
UMKM yang unggul dan berdaya saing.
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4. lIsu strategis keempat yang menjadi prioritas Jawatan Umum Kemantren Kraton
adalah optimalisasi kinerja pemantauan perizinan bangunan gedung.

Kementrian PUPR telah meluncurkan  SIMBG (SIM Bangunan
Gedung) versi terbaru perizinan dalam mendirikan bangunan gedung. Proses
perizinan berbasis online ini disinyalir dapat memudahkan masyarakat dalam
mengurus perizinan bangunan gedung dengan dihilangkan beberapa persyaratan
sehingga menjadi lebih sederhana persyaratannya. Namun kenyataannya di
lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan terjadi banyak kendala,
perizinan bangunan gedung secara online melalui SIMBG belum sepenuhnya
dipahami oleh masyarakat.

Pemerintah Kota Yogyakarta bersama dengan DPRD Kota Yogyakarta
telah menerbitkan Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung,
mencabut Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung yang sudah
tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja. Perda bangunan gedung ini bertujuan untuk meningkatkan
ketertiban, keindahan, kerapian, pengendalian dan pembinaan keandalan
bangunan gedung. Selain itu untuk mewujudkan keserasian tata ruang daerah
dan kelestarian lingkungan, perlu adanya penyelenggaraan bangunan gedung
yang berasaskan kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan dan kearifan lokal.
Untuk mencapai tujuan tersebut diatas diperlukan adanya kegiatan pengawasan
yang dapat memantau aktivitas masyarakat dalam membangun bangunan
gedung.

5. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan
dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur
keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau
unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan
pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus
mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah Kemantren yang diawali
atau dimulai dari proses Musyawarah Rencana Pembangunan jelas telah
melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang

direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang.
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Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan
sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu
anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang
secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan Kemantren yaitu
bagi difabel. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari
Dinsosnakertrans sehingga Kemantren bersifat membantu atau fasilitasi.
Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat
Daerah Kemantren Kraton menyesuaikan dengan perwal pelimpahan
kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan
pemberdayaan masyarakat KemantrenKraton yang dilaksanakan di kelurahan
terdiri dari: Sub. Kegiatan Pemberdayaan masyarakat Kemantren (non fisik),

Sub. Kegiatan pembangunan Sarana Prasanara Kemantren (fisik),.

6. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada bangunan fisik harus
mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik
dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang
melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki
olen Kemantren selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari
Pemerintah Kota Yogyakarta. Pembangunan wilayah juga didasarkan pada
prinsip unggulan, karakteristik dilakukan secara bertahap dan mempunyai
keterkaitan dengan branding wilayah, kemudian penerapannya berpedoman pada

Masterplan Kelurahan.

7. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi
satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun
kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain
pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang
dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan
oleh Perangkat Daerah Kemantren tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh
kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan
melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga
miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.
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Sebagaimana strategi PUG diperlukan untuk memastikan semua
lapisan masyarakatbisa terlibat dalam proses pembangunan.Sehingga
diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk semua,
yang pada dasarnya tujuan dari pengarusutamaan gender adalah untuk
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan
gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh
membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah
disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kemantren
Kraton. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan
Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan
kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepadaMantri Pamong

Praja.

. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik
untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama
terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya. Oleh
karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi
publik.Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang
menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik
agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Setiap orang berhak memperoleh informasi publik, namun yang
relevan untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan publik, karena partisipasi masyarakat tidak banyak
berarti tanpa jaminan kepastian informasi publik. Dan keterbukaan informasi
publik sangat penting oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah
dan kebijakan yang diambil oleh badan publik terutama pemerintah

Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak
pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang
dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang
lainnya.
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1.4 Keadaan Pegawai

Sumber Daya Manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas merupakan
faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan.Pelimpahan sebagian
kewenangan kepada kemantren, menambah beban tugas. Di Kemantren Kraton yang
membawahi 3 (tiga) kelurahan dengan jumlah personil 43 orang termasuk Pegawai
Tidak Tetap, yang apabila dibandingkan dengan jumlah ideal sesuai anjab masih
sangat kurang. Sedangkan dari segi Kualitas sumber daya manusia di Kantor
Kemantren maupun Kelurahan yang mempunyai kemampuan dapat mengikuti
perkembangan system administrasi sangat terbatas. Namun demikian keterbatasan
jumlah SDM diharapkan tidak menghambat capaian kinerja yang targetkan..

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kemantren Kraton yang
mempunyai 3 (tiga) Kelurahan didukung oleh sebanyak 43 orang pegawai, terdiri
dari 31 orang pegawai tetap (PNS), 5 orang pegawai tidak tetap (tenaga bantuan)
dan 7 orang Tenaga teknis. Di tinjau dari tingkat pendidikan, SDM Kemantren
Kraton (PNS) terdiri dari :

Pegawai PNS Perempuan :

Jumlah : 15 orang
SMA . 2 orang
D2/3 . 6 orang
S1 : 3 orang
S2 . 4 orang

Pegawai PNS Laki-laki

Jumlah . 16 orang
SMP : 1 orang
SMA » 1 orang
D2/3 : 1 orang
S1 : 10 orang
S2 :3 orang

Tabel 1.3
Kondisi SDM Aparatur berdasarkan Pendidikan, Jabatan dan Golongan

No NAMA JABATAN GOL PENDIDIKAN
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1 Drs. Sumargandi, M.Si Mantri Pamong Praja IV/b S-2
2 Sulasmi, SIP, M.SI Mantri Anom IV/ia |S-2
3 Wanti, SIP Kepala Jawatan Praja in/d |s1
o Kepala Jawatan
4 Junidartig Junus, SIP, MM IV/a S-2
Kemakmuran
Kepala Jawatan Sosial
5 | Ari Widawati, ST, M.Eng P V/ia |S-2
Isniyarti Wuri Putranti, S.I.P. | Kepala Jawatan Sosial
6 yart Yiur Futrant P Via |s2
M.P.A
Kepala Jawat
7. | Eka Yunianta, S.Pd, M.Pd epala Jawatan \Va |s2
Keamanan
- . Kasubag Keuangan,
8. Sulistiyowati, SE I/c S-1
PEP
Sesarius Chandra Kasubag Umum &
9 . i I/c S-1
Yudhihantoro, SE Kepegawaian
) . Bendahara
10. Klara Novian Satria, S.Ak I/a S-1
Penggerak Swadaya
11. Luliek Damayanti, A.Md 9 4 I/c D-Il
Masyarakat
Dhanny Ulfa Triyastuti, Analis DOkumen
12. - Il/a S-1
S.AP Perizinan
. Pengelola Adm Pem
13. W K AP 11 -1
3 Isnu Karyanta, S Seksi Pem Trantibum fd S
Pengadministrasian
14. Giyono g Il/a SMP
Umum
. . . Pengadministrasi
15. Agustina Tri Hutami . Naban SLTA
Kepegawaian
Pengelola Pembinaan
16. Nur Agustono dan Pengembangan Naban SLTA
Pereko
Pengelola Perizinan
17. Kun Maryama TT D-Ill
. . Pengelola sistem
18. Sigit Pratiknyo TT STM
KEL. PATEHAN
1 Gunawan Sigit Putranto, S.H | Sekretaris Lurah l/c S-1
2 Idha Prihantini, A.Md Sekretaris Lurah l/c D-111
Kasi Pemerintahan
3 Raden Mas Worosongko Ketentraman dan l/c SMA

Ketertiban
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. . Kasi Pemberdayaan
4 Sri Kadarwati, A,Md I/c D-11
Masyarakat
. Kasi Perekonomian
5 Eny Purwati l/c SLTA
Pembangunan
. Pengadministrasian
6 | Wahyudin d TT |sLTA
Umum
. Pengadministrasian
7 M. Kevin Mokoagow TT S-1
Umum
KEL. PANEMBAHAN
Raden Murti Buntoro, S.H,
1 Lurah Panembahan 1/ S-2
M.1.P
2 Joko Aryanto, A.Md Sekretaris Lurah l/c D-11l
Kasi Pemerintahan
3 Sigit Hernawan, S.Pd Ketentraman dan I/c S-1
Ketertiban
. Kasi Perekonomian dan
4 Triyatna, S.IP I/c S-1
Pembangunan
. Kasi Pemberdayaan
5 Evi Kristiani, A.Md I/c D-111
Masyarakat
6 M. Joko Saputro Petugas Kebersihan Naban | SMK
. Pengadministrasian
7 Rosemary Handayani TT S-1
Umum
. Pengadministrasian
8 Purnawan Widodo TT S-1
Umum
KEL. KADIPATEN
1 Baiq Suriyatningsih, B.A Lurah Kadipaten 1/d D-11
2 Sutikno, S.Pd Sekretaris Lurah l/c S-1
Kasi Pemerintahan dan
3 Suwarto, SE . l/c S-1
Ketertiban
I - Kasi Perekonomian dan
4 Andriani Mulati Sari l/c SLTA
Pembangunan
. Pengadministrasian
5 Wahyu Deni Yananto Naban | D-IlI
Umum
. Pengadministrasian
6 Adi Laksmana Cahya Putra TT D-111
Umum
. Pengadministrasian
7 Nanda Hendi lwan Tanaka TT S-1
Umum

1.1.1 Sumber : Daftar Nominatif Pegawai Kemantren. Kraton Tahun 2022

1.5 Keadaan Sarana Dan Prasarana
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Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di
Kemantren dan kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan
juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang Kkegiatan
administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu
dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi
perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Walaupun jumlah dan jenis
sarana dan prasarana kerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya, termasuk adanya penataan ruang pelayanan di Kemantren, namun
masih dirasakan kurang memadai dikarenakan keterbatasan tempat dengan
menyesuaikan jumlah pegawai jika jumlah pegawai nantinya tersedia sesuai
formasi anjab. Sarana prasarana harus lebih ditingkatkan mengingat beban kerja
yang semakin meningkat sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan
prasarana baik secara kuantitas maupun kualitasnya.Salah satunya perlu dilakukan
penambahan perangkat komputer. Termasuk kebutuhan pendukung gedung kantor
seperti tempat parkir kendaraan.

Dalam melaksanakan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan
dalam suatu OPD, berikut ini kami sampaikan barang-barang inventaris yang
sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas Instansi Kemantren

Kraton.
Tabel 1.4
Data Sarana dan Prasarana KemantrenKraton
NO SPESIFIKASI BARANG JUMLAH
No Nama/Jenis/Barang Jumlah Barang
1 2 3
1 Mesin Pompa Air 1
2 Stationary Generating Set (mobil roda 4) 1
3 Station Wagon 1
4 Gerobak Dorong 3
5 Alat Ukur 1
6 Tempat Tidur Besi 2
7 Wastafel 43
8 Sepeda Motor 13
9 Kendaraan Bermotor Roda 3
10 Sepeda
11 Mesin Gergaji
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12 Mesin Ketik standar 4
13 Mesin Ketik 5
14 Mesin Hitung Elektronik 11
15 Mesin Absen 2
16 Lemari Besi 15
17 Lemari Kaca 3
18 Rak Besi 3
19 Rak Kayu 3
20 Kardex Besi 5
21 Filing Cabinet Besi 29
22 Filling Cabinet Kayu 1
23 Brandkas 3
24 Lemari Sorok / Pustaka 5
25 Papan Pengumuman 38
26 Papan Tulis 5
27 Papan Absen 1
28 Papan Visual/Papan Nama 3
29 Papan Nama Instansi 6
30 White Board 17
31 Peta Wilayah 3
32 Pemotong Kertas 1
33 Lemari Kayu 25
34 Bangku Tunggu Kayu

35 Sice (sofa)

36 Meubelair 12
37 Meja Rapat 35
38 Meja Ketik 12
39 Meja Kerja Besi/Metal 5
40 Meja Kerja Kayu 19
41 Meja Telepon 1
42 Meja Resepsionis 2
43 Meja Panjang 8
44 Meja Makan Kayu 1
45 Kursi Rapat 74
46 Kursi Tamu 7
47 Kursi putar 19
48 Kursi Lipat 383
49 Kursi Kayu 4
50 Kursi Biasa 23
51 Sofa 1
52 Meja Komputer 17
53 Meja Kerja 1/2 Biro 34
54 Jam Mekanis 2
55 Jam Elektronik 17
56 Kompor Gas (Alat Dapur) 4
57 Alat Pendingin 5
58 A.C. Window 1
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59 A.C. Split 10
60 Kipas Angin 30
61 Exhaous FAN 2
62 Radio FM 2
63 Televisi 8
64 Tape Recorder 1
65 Amplifier 3
66 Equalizer 1
67 Loudspeaker 7
68 Sound system 4
69 Laser Disc 1
70 Wireless 5
71 Microphone 7
72 Microphone Floor Stand 2
73 Microphone Table Stand 1
74 UPS 19
75 Stabilisator 3
76 Lambang Garuda Pancasila 5
77 Gambar Presiden/Wakil Presiden 10
78 Tangga Lipat/Alumunium 4
79 Dispenser 8
80 Alat Pemadam Kebakaran 48
81 Pompa Kebakaran/Portable 1
82 PC Unit 39
83 Komputer Jaringan 1
84 Notebook 5
85 Tablet PC 1
86 Printer 38
87 Scanner 1
88 LCD Projector 9
89 Kamera Digital 7
90 Layar LCD Projector 3
91 Handy Talky (HT) 9
92 Megaphone 5
93 Timbangan Orang 1
94 Tiang Bendera 2
95 Handrailing Difable 1
96 Telephone (PABX) 2
97 Telephone 1
98 Pesawat Telepon 17
99 Telephone Mobile 1
100 Facsimile 2
101 Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)

102 Timbangan Bayi 18
103 Alat Peraga Edukatif (APE) Playground 1
104 Rambu Jalan 30
105 Rambu Cermin 8
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1.6

106 Rambu-rambu Lalu Lintas Darat 5

107 Alat Tenis Meja 18
108 Alat Rumah Tangga Lainnya 15
109 Alat Kedokteran Umum 4
110 Peralatan Komputer Lainnya 1
111 Peralatan Permainan 1
112 Alat Kantor Lainnya 4
113 Ilmu Pengetahuan Umum 64
114 Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi 4
115 Sosiologi 1
116 Ekonomi 2
117 Hukum 8
118 Service Umum Sosial 3
119 Pendidikan 1
120 Etnografi, Cerita Rakyat 2
121 Buku llmu Pengetahuan Praktis 1
122 Peralatan dan Mesin Rusak Berat 62
Tabel 1.5

Data penambahan Barang Invenaris Tahun 2022

No Spesifikasi Barang Jumlah
Pick Up (Suzuki Futura Pick Up FD 2016 Mobil BKO) Hibah
Sat Pol PP

Kipas Angin Panasonic F.EV409

P.C Unit (BM dan Hibah Propinsi)

Lap Top

Profesional Sound System (Speaker Aktif)

Printer Brother DCP-T720DW Print Scan Copy Wireless
A.C Split (Hibah BPKAD)

Rambu Cermin

O IN[O[L|DRWIN (K-
rlwlr v |NR R

Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan
fungsi Kemantren Kraton Kota Yogyakarta pada tahun 2022 berasal dari APBD
Perubahan Kota Yogyakarta. Pada Tahun Anggaran 2022dengan alokasi anggaran
sebesar Rp9.163.688.343,- dengan rincian belanja pegawai Gaji dan TPP sebesar
Rp4.808.165.000,- dan belanja Barang Jasa sebesar Rp2.832.190.137,-serta
Belanja Modal sebesar Rp. 1.523.333.206,-yang diperuntukkan baik untuk
mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator

sasaran startegis maupun program-program pendukung. Belanja langsung yang
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1.7

berasal dari APBD Perubahan sebesar Rp 9.163.688.343,- didukung oleh 4
program dan 12 kegiatan serta 39 Sub Kegiatan.

Sistematika LKIP

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Perangkat Daerah Kemantren Kraton Kota Yogyakarta tahun 2022 adalah sebagai
berikut :
Ringkasan Eksekutif memuat:
Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana
strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapaitujuan dan sasaran utama
tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Juga ditulis
pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut
dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi
pada tahun mendatang.

BAB | PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKIP/manfaat LKIP, Struktur
Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kemantren Kraton Kota
Yogyakarta Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan
LKIP.

BAB Il PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai perencanaan strategis (Visi,
Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Strategi Program dan
Kegiatan) dan perubahan perjanjian kinerja Tahun 2022, Rencana Anggaran
Perubahan Tahun 2022 (Target Belanja Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran per
Sasaran Strategis). Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama
yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya

dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.
BAB 11l AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis

akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis
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pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan
permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan
realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya
dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis
tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi
dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang
sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu
meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas serta kolaborasi lintas

sektoral yang mendukung capaian Kinerja organisasi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini  dikemukakan simpulan secara umum  tentang
keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan
Kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah rencana

tindak lanjut.

LAMPIRAN
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BAB |1
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1Perencanaan Strategis

Perlu diketahui bahwa dengan adanya Permandagri No.90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenkaltur perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah maka ada pergantian nomenklatur dari Kecamatan Kraton menjadi Kemantren
Kraton mulai Tahun 2021.

Pada awal Tahun 2022 Anggaran Kemantren Kraton berfokus pada recovery
untuk pemulihan masyarakat terdampak Covid-19 seperti pelatihan-pelatihan bagi
peningkatan kapasitas masyakarakat dalam peningkatan pendapatanya.

Pada Bulan Juni 2022 Kemantren Kraton melakukan review Renstra karena
realisasasi sasaran OPD, yaitu Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kelurahan
untuk Tahun 2021 sebesar 364,67 sudah melebih target Tahun 2021 dan Tahun 2022.
Maka untuk target Tahun 2022 direview sesuai dengan realisasi Tahun 2021 yaitu
364,67.

Realisasi program indikator Survai Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 sudah
melebihi target Tahun 2022 sehingga target Tahun 2022direview sebesar realisasi
Tahun 2021 yaitu 85,25.

Realisasi Swadaya Murni masing-masing kelurahan Tahun 2021 sudah melebih
yang ditargetkan . Untuk target Tahun 2022 tidak dilakukan review karena untuk
penetuan targetnya tidak bisa secara pasti, dikarenakan naik dan turunnya angka
realisasi swadaya murni di masing-masing kelurahan.

Target indikator program jumlah pelanggaran perda Tahun 2022 di lakukan
review karena angka pelanggaran perda yang ditargetkan terlalu besar, maka target
angka pelanggaran perda Tahun 2022 direview seperti realisasi Tahun 2021 yaitu 38
kali.

Renstra Kemantren Kraton Kota Yogyakartamerupakan manifestasi komitmen
Kemantren Kraton Kota Yogyakarta dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota
Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. Sebagai
bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Kemantren Kraton Kota
Yogyakarta Tahun 2017-2022 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2012-2017).
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RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan dokumen landasan atau acuan
pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota YogyakartaNo. 11 Tahun 2017
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
periode lima tahun.Renstramemuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan
program dan kegiatan di Kemantren Kraton Kota Yogyakart yang harus dilaksanakan
secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Kemantren Kraton
Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta
nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta
nomor 105 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022.

Berikut data indikator Sasaran dan Indikator Program beserta reviewnya yang

telah dilaksanakan Kemantren Kraton :

Tabel 2.1

Tabel Review Renstra Kemantren Kraton Tahun 2022

1. Tingkat Realisasi Sasaran OPD

Sasaran . Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton
meningkat
Indikator ~ : Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton
Review
Uraian 2017 2018 | 2019 | 2020 2021 2022 5023
Target 300 | 306 | 320 |341,67 | 34667 | 351,67 | 36467
Realisasasi | 51 33 | 362.33 | 353 | 350,67 | 364,67 | 380 -
2. Tingkat Realisasi Program
Program  : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Indikator  : Nilai Survai Kepuasan Masyarakat
Review
Uraian 2017 | 2018 | 2019 2020 2021 | 2022 5022
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Target 75,19 | 75,69 | 76,19 | 77,19 77,19 | 77,69 85.25
Realisasasi | 75,24 | 80,01 | 80,37 | 81,75 85.25 -

3. Tingkat Realisasi Program
Program  : Program peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat
berbasis kewilayahan Kemantren Kraton

Indikator : Tingkat swadaya Masyarakat

Review
Uraian 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

2020 | 2021 | 2022
Target 10 10 12 12 14 15 - -

Realisasasi 29 25 | 26,77 - - - - -

4. Tingkat Realisasi Program
Program  : Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator : Angka Swadaya Murni

Review
Uraian | 2017 | 2018 | 2019 2020 2021 2022
2021 2022
Target - - - | 429.601.667 | 429.601.667 | 429.601.667 | 429.601.667 |429.601.667
Realisasasi - - - 985.272.500 - -
5. Tingkat Realisasi Program
Program  : Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Indikator : Jumlah pelanggaran Perda
Review
Uraian 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
2021 2022
Target - - - - 100 90 100 38
Realisasasi - - - - 38 - )

2.1.1Visi Dan Misi Kepala Daerah
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Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah

yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir cascade RPJMD Kota
Yogyakarta 2017-2022 sebagai berikut,

Tabel 2.2
Ringksan Visi Misi RPJIMD Tahun 2017 — 2022

Visi

Misi

Sasaran Daerah

Meneguhkan Kota Yogyakarta
Sebagai Kota Nyaman Huni Dan
Pusat Pelayanan Jasa Yang
Berdaya Saing Kuat Untuk
Keberdayaan Masyarakat Dengan
Berpijak Pada Nilai
Keistimewaan

Meningkatkan
Kesejahteraan dan

Keberdayaan Masyarakat

Kemiskinan
Masyarakat
Menurun

Keberdayaan
Masyarakat
Meningkat

Ketahanan Pangan
Masyarakat
Meningkat

Memperkuat ekonomi
kerakyatan dan daya
saing Kota Yogyakarta

Ketimpangan
Pendapatan Antar
Penduduk Menurun

Pertumbuhan
Ekonomi
Meningkat
Memperkuat moral, Gangguan
etika, dan budaya ketentraman dan
masyarakat Kota ketertiban
Yogyakarta masyakarat
menurun
Meningkatkan kualitas Kualitas pendidikan
pendidikan, kesehatan, meningkat
sosial, dan budaya Harapan hidup
masyarakat
meningkat

Peran serta
masyarakat dalam
pengembangan dan
pelestarian budaya

meningkat
Memperkuat tata kota Kesesuaian
dan kelestarian pemanfaatan ruang
lingkungan meningkat

Kualitas lingkungan
hidup meningkat

Membangun sarana dan
prasarana publik dan

Infrastruktur
wilayah meningkat
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permukiman

7. Meningkatkan tata kelola | 1. Kapasitas tata
pemerintah yang baik kelola pemerintahan
dan bersih meningkat

Berdasarkan dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai

tugas dan pokok fungsinya, Kemantren Kraton mendukung pencapaian Sasaran

Pemerintah Daerah yaitu:

1.

10.
11.

Kemiskinan masyarakat menurun, dengan indikator capaian sasaran : Angka
kemiskinan.

Keberdayaan Masyarakat Meningkat, dengan indikator capaian sasaran :
Angka kemiskinan menurun.

Ketahanan Pangan Masyarakat Meningkat, dengan indikator capaian sasaran:
Pola pangan harapan.

Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Menurun, dengan indikator capaian
sasaran: Indeks ketimpangan pendapatan.

Pertumbuhan Ekonomi Meningkat, dengan indikator capaian sasaran: Angka
pertumbuhan ekonomi.

Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Menurun, dengan indikator
capaian sasaran: Angka kriminalitas, Jumlah pelanggaran Perda.

Kualitas Pendidikan Meningkat, dengan indikator capaian sasaran: Rata-Rata
Lama Sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah.

Harapan Hidup Masyarakat Meningkat dengan indikator capaian sasaran:
Angka harapan hidup.

Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya
Meningkat, dengan indikator capaian sasaran: Persentase rintisan desa budaya
yang aktif.

Kesesuaian pemanfaatan ruang meningkat

Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat, dengan indikator capaian sasaran:

Indeks kualitas lingkungan hidup.
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12. Infrastuktur Wilayah Meningkat, dengan indikator capaian sasaran: Indeks

infrastuktur wilayah

13. Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat, dengan indikator capaian

sasaran: Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah, Opini BPK terhadap laporan

keuangan Pemerintah Daerah

2.1.2 Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan,

maka Tujuan Jangka menengah Kemantren Kraton salama 5 tahun anggaran

adalah “Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kemantren Kraton”.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Nilai

evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton dengan formula

pengukuran sebagai

berikut:

kelurahan di bagi jumlah kelurahan.

Jumlah nilai

perkembangan pembangunan

Pada awal Renstra nilai indikator tujuan adalah 300, sedangkan target

tujuan pada akhir Renstra adalah 364,67.

Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak

dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Sasaran Strategis Perangkat Daerah Kemantren Kraton

SASARAN INDIKATOR TARGET

TUIUAN STRATEGIS KINERJA
2017 | 2018 | 2019 | 2020 2021 | 2022

Meningkatkanper | Tingkat Nilaievaluasi 300 | 306 320 | 341,67 | 351,67 | 364,67
kembangan perkembangan | perkembangan
pembangunan pembangunan pembangunan
KemantrenKraton | Kemantren Kemantren

Kraton Kraton

meningkat
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2.1.3 Strategi, Program Dan Kegiatan

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan
ke dalam kebijakan-kebijakan, program dan kegiatan. Strategi dan arah
kebijakan disusun dengan berpedoman pada visi, misi, tujuan dan sasaran
untuk lebih memberikan gambaran implementatif tercapainya cita-cita
pembangunanDaerah.Sasaran  dan  Kebijakan ini  yang dijabarkan
menjadiprogram dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh OPD dalam setiap
tahunnnya.

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu
ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan
sasaran merupakan strategi organisasi.

Sedangkan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang
tertuang di dalam kerangka perencanaan strategis di Kemantren Kraton adalah
dengan menetapkan program kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah.
e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah
f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
b. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan
Umum
c. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan
Ketertiban Umum
b. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Patehan

-7



b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Panembahan
c. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kadipaten

Sasaran, Program dan Kegiatan Kemantren Kraton dapat dilihat dalam table sebagai
berikut:

Tabel 2.4
Sasaran,Program dan Kegiatan
SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN
Tingkat perkembangan
pembangunan
KemantrenKraton
Meningkat
1. Program Penunjang 1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah
Daerah 2. Adimintrasi Keuangan
3. Administrasi Umum
4. Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
2. Program 1. Koordinasi Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Pemerintahan dan Kecamatan
Pelayanan Publik 2. Koordinasi Pemeliharaan
Prasarana dan Sarana Pelayanan
Umum
3. Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang dilimpahkan
kepada Camat
3. Program Koordinasi 1. Koordinasi Upaya
Ketentraman dan Penyelenggaraan Ketentraman
Ketertiban Umum dan Ketertiban Umum
2. Koordinasi Penerapan dan
Penegakan Perda dan Perkada
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4. Program 1. Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Kelurahan Patehan
Masyarakat Desa dan | 2. Pemberdayaan masyarakat
Kelurahan Kelurahan Panembahan

3. Pemberdayaan Masyarakat

Kelurahan Kadipaten

2.2. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang
lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator
kinerja. Melalui perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas Kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen
tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian Kinerja Perangkat Daerah mengacu pada Renstra,
IKU, dan anggaran atau DPA Kemantren Kraton. Perjanjian Kinerja Kemantren
Kraton Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
PerjanjianKinerja Tahun 2022
Target
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Perubahan
2022
1 Tingkat perkembangan Nilai evaluasi perkembangan 351,67
pembangunan Kemantren pembangunan
Kraton meningkat KemantrenKraton

Pada bulan Oktober, Kemantren Kraton melaksanakan Perubahan Perjanjian
Kinerja Tahun 2022.Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena adanya
monitoring dan evaluasi terhadaap kegiatan maupun output kegiatan sehingga
seharusnya dilaksanakan Perubahan target Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis
Kemantren Kraton dikarenakan realisasi sasaran strategis Kemantren Kraton Tahun
2021 sudah melebihi target Tahun 2022 realisasi Tahun 2021 sebesar 364,67 dan
target Tahun 2022 sebesar 351,67 sehingga untuk Perjanjian Kinerja Perubahan
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Kemantren Kraton Tahun 2022dirubah atau direview sebesar realisasi tahun 2021
seperti dalam table dibawah ini :

Tabel 2.5
Perubahan PerjanjianKinerja Tahun 2022
Target
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Perubahan
2022
1 Tingkat perkembangan Nilai evaluasi perkembangan 364,67
pembangunan Kemantren pembangunan
Kraton meningkat KemantrenKraton

2.3. Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2022

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan
mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada
Rancanagan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Darah) serta memuat
program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indicator kinerja program dan
kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah
mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani Antara perencanaan pada
Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka
menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu
kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Daerah. Selain itu Renja
Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan tahunan yang
sifatnya lebih operasional.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu
diimplemtasikan ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan. Program
adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu
atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah
serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) sesuai
program.

Pada Tahun 2022 Kemantren Kraton melaksanakan kegiatan dengan anggaran
murni 2022 sebesar Rp 8.343.444.535,- dengan rincian Belanja Operasi yang terdiri
dari Belanja Pegawai Gaji TPP Rp 4.501.027.000,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp
2.855.719.979,- serta Belanja Modal sebesar Rp. 986.697.556,- Selanjutnya pada
Triwulan IV Kemantren Kraton melalui mekanisme perubahan APBD 2022 menata

anggaran dengan menggeser rekening dan menghapus yang tidak tersealisasi serta
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mengakomodir usulan-usulan skala prioritas dari pokok-pokok pikiran Dewan sehingga

pagu anggaran di Perubahan Anggaran menjadi Rp. 9.163.688.343,-. dengan rincian

Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai Gaji dan TPP Rp. 4.808.165.000,- ,
Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.832.190.137,- dan Belanja Modal Rp. 1.523.333.206,-

2.3.1 Target Belanja Perangkat Daerah

Tabel 2.6
Target Belanja Kemantren Kraton
Pada APBD Perubahan Tahun 2022

Uraian Target
Belanja Operasi:
- Belanja Pegawai (Gaji dan TPP) Rp. 4.808.165.000,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.832.190.137,-
Belanja Modal Rp. 1.523.333.206,-
Jumlah Rp.9.163.688.343,-

Untuk Tahun 2022, perubahan anggaran Kemantren Kraton sebesar Rp. 9.163.688.343,-

diperuntukan untuk mendukung 4 program, 12 kegiatan dan 39 sub kegiatan termasuk

belanja gaji dan tunjangan ASN. Sebagaimana dalam table dibawah ini

Tabel.
Perubahan Anggaran Belanja Kemantren Kraton Tahun 2022 per Program, Kegiatan dan Sub.
Kegiatan
Target
No Uraian (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
1 PEMERINTAHAN DAERAH 5,884,502,427.00
KABUPATEN/KOTA
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan
.1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9,500,000.00
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2,500,000.00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
3,300,000.00
2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3,700,000.00
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Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat

Bangunan Lainnya

1.2 Daerah 4,814,755,000.00
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4,808,165.000.00
2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 160,000.00
3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi

Keuangan SKPD 160,000.00
4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1,500,000.00
6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun SKPD 650,000.00
7 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan

Pemeriksaan 340,000.00
8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3,480,000.00
9 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis

Realisasi Anggaran 300,000.00

. . 173,674,760.00

1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor 11,206,050.00
2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 73.386.010.00
3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26,303,700.00
4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD 62,779,000.00
1.4 | Pengadaan Barang Milik Daerah 128,548,900.00
1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 128,548.900.00
2 Keglat_an Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 564.580,807.00

Pemerintah Daerah
3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,300,000.00
4 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan

Listrik 102,900,000.00
5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 460.380.807.00
15 Keglat_an Pemeliharaan Ba_rang Milik Daerah 193,442,960.00

Penunjang Uruusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya Pemeliharaan
1 dan Pajak Ke_ndaraan Perorangan Dinas atau 73.347,500.00

Kendaraan Dinas Jabatan
2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 19,950,000.00
3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan

100,145,460.00
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PROGRAM PENYELENGGARAAN

Republik Indonesia

I PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 416,487,565.00
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
.1 Pemeerintahan di Tingkat Kecamatan 95,336,000.00
1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan 95,336,000.00
1.2 Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan 88.854.619.00
Sarana Pelayanan Umum
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau
1 Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan 88,854,619.00
Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 232,296,946.00
1.3 L
dilimpahkan kepada Camat
1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait
dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 15,255,000.00
2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait
dengan Nonperizinan 73,986,446.00
3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait
dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 143,055,500.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
" | DESA DAN KELURAHAN 2,797,057,851.00
. 2,797,057,851.00
11.1 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1,396,994,306.00
2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1,400,063,545.00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
v DAN KETERTIBAN UMUM 65,640,500.00
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan
V.1 Ketentraman dan Ketertiban Umum 44,760,500.00
1 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan
Tokoh Masyarakat 44,760,500.00
Kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan
V.2 Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 20,880,000.00
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang
1 Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 20,880,000.00
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Jumlah Belanja

9,163,688,343.00

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja Tahun 2022 Kemantren Kraton yang dialokasikan
untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7

Anggaran Belanja per Sasaran Strategis

Prosentase
Sasaran Anggaran
(%)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan 416.487.565,- 4,54%
Pelayanan Publik
1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 95.336.000,- 1,04%
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana 88.854.619,- 0,97%
Pelayanan Umum
3) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 232.296.946,- 2,53%
Dilimpahkan kepada Camat
Program Koordinasi Ketentraman dan 65.640.500,- 0,72%
Ketertiban Umum
1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman 44,760,500,- 0,49%
dan Ketertiban Umum
2) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan 20.880.000,- 0,23%
Perkada
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 2.797.057.851,- 30,52%
Kelurahan
1) Pemberdayaan Kelurahan Patehan 667.948.662,- 7,29%
2) Pemberdayaan Kelurahan Panembahan 1.141.300.183,- 12,45%
3) Pemberdayaan Kelurahan Kadipaten 987.809.006,- 10,78%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan 5.884.502.427 .- 64,22%
Daerah Kabupaten / Kota
1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 9.500.000.- 0,10%
Kinerja Perangkat Daera
2.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 4.814.755.000,- 52,54%
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 173.674.760,- 1,90%
3. Pengadaan Barang Milik Daerah 128.548.900,- 1,40%
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 564.580.807,- 6,16%
Pemerintah Daera
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 193.442.960,- 2,11%
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Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah

9.163.688.343,-

100%

Alokasi anggaran strategis digunakan untuk membiayai 4 Program yang ada di Kemantren Kraton

yaitu Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang diampu oleh 4
Jawatan yaitu Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Umum dan Jawatan Sosial, Program

Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diampu oleh Jawatan Keamanan, Program

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang diampu

oleh 3 kelurahan, Kelurahan

Patehan, Panembahan dan Kadipaten. Kemuadian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten / Kota yang diampu oleh Sekretariat.
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BAB Il1
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 2022

3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2022
Pada Sub Bab ini akan disajikan capaian Kinerja organisasi untuk setiap

perjanjian Kinerja, sasaran strategis organisasi sesuai dengan pengukuran Kkinerja
organisasi.

Kemantren Kraton Kota Yogyakarta telah melaksanakan penilaian kinerja
dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kemantren Kraton Tahun 2022 yang
telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk
mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data Kkinerja yang
hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam
pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan
kategerisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.7
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No. Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi
Kinerja
1. 91>100 Sangat Baik
2. 76 <90 Tinggi
3. 66 <75 Sedang
4. 51<65 Rendah
5. <50 Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Kemantren Kraton sebagai Perangkat Daerah pendukung urusan
pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas mengoordinasikan
penyelenggaraan pemerintahan umum, ketenteraman dan ketertiban umum,
perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum,
dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan pada tingkat Kemantren.
Dalam rangka mendukung urusan tersebut telah ditetapkan sasaran strategis

tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Kraton meningkat dengan
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indikator kinerja nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Kraton
yang juga dituangkan ke dalam tabel perubahan perjanjian kinerja Kemantren
Kraton tahun 2022. Setiap tahun akan diadakan penilaian dan evaluasi, penilaian
ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur
dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan
gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan
sasaranCapaian Kinerja Tahun 2022. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan
sasaran strategis organisasi secara umum Kemantren Kraton memiliki Indiktor
Kinerja Utama ( IKU ) : Tingkat perkembangan pembangunan
KemantrenKraton meningkat Data IKU berasal dari Laporan hasil evaluasi
perkembangan pembangunan di wilayah Kemantren Kraton. Evaluasi
Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat
penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan , dan masyarakat yang didasarkan
pada instrument evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan guna mengetahui
efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa dan
Kelurahan . Data target beserta realisasinyadari sasaran strategis Kemantren

Kraton Tahun 2022 seperti dalam table berikut:

Tabel 3.1

Realisasi Perubahan Perjanjian Kinerja Kemantren Kraton

Tahun 2022
T Realisasi i
INDIKATOR arget ealisasi Capaian
No. SASARAN STRATEGIS 2022 2022
KINERJA
1. | Tingkat perkembangan Nilai evaluasi
pembangunan perkembangan
KemantrenKraton meningkat pembangunan 364,67 380 104,20%
KemantrenKraton

Dari tabel diatas, pencapaian target sasaran strategis Kemantren Kraton
untuk Tahun 2022 dari target 364,67 terealisasi 380 dengan formula
penghitungan Jumlah nilai perkembangan pembangunan 3 Kelurahan (Patehan,
Panembahan dan Kadipaten) dibagi jumlah kelurahan.

Tercapainya sasaran strategis tersebut didukung oleh tercapaianya sasaran
program  pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dan program koordinasi
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ketentraman dan ketertiban umum dengan sasaran program sebagaimana juga
tercantum dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Administrator setara eselon il

sebagai berikut:

NO SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIA
PROGRAM PROGRAM N

1 Kepuasan layanan Nilai Survei 85,25 85,44 100,22%
masyarakat di Kepuasan
Kemantren Kraton Masyarakat
meningkat

2 Pelanggaran Perda di Jumlah 38 36 105,26%
Kemantren Kraton Pelanggaran
menurun Perda

3 Swadaya Masyarakat Angka Swadaya Rp429.601.667 | Rp. 1.261.258.000 | 293,59%
Kemantren Murni
Kratonmeningkat

Berdasarkan tabel di atas Kemantren Kraton memiliki 3 (tiga) sasaran
program Yyaitu kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Kraton meningkat
dengan indikator program nilai survei kepuasan masyarakat dengan target 85,25
telah terealisasi 85,44 dengan cara penghitungan menggunakan kuisioner yang
disebar ke warga masyarakat baik secara hard copy maupun lewat googleform
Selanjutnya sasaran program pelanggaran Perda di Kemantren Kraton menurun
dengan indikator jumlah pelanggaran Perda menurun dengan target 38dan
terealisasi 36 angka tersebut atas hasil pelaporan pelanggaran perda di Kemantren
Kraton dalam setahun, selanjutnya sasaran program swadaya masyarakat
Kemantren Kraton meningkat dengan indikator program angka swadaya murni
dengan target Rp 429.601.667 telah terealisasi sebesar Rp 1.261.258.000,- angka
tersebut tercapai dari jumlah swadaya murni yang dikeluarkan masyarakat yang
diidentifikasi oleh kelurahan dalam tahun 2022.

3.1.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

a. Perbandingan capaian Tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 3.6
Indikator Kinerja Utama Kemantren Kraton

-3




Misi 1 Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
Indikator Target Sumber
Tujuan Sasaran Tujuan/sa 2017 | 2018 2019 | 2020 2021 2022 data
saran
Meningkatkan | Tingkat Nilai Tingkat
perkembangan | perkemban | evaluasi Perkemban
pembangunan | gan perkembang gan
Kemantren pembangu | an 300 306 320 | 341,67 | 351,67 | 364.67 Pembangun
Kraton nan pembanguna an
Kemantren | n Kelurahan
Kraton KemantrenK
meningkat | raton
Data : Review Renstra 2017-2022
Pengukuran Kinerja dilakukan dalam rangka untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah.
Untuk menginterpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Perangkat
Daerah digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir
Tabel VII-C Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Kemantren Kraton telah melaksanakan penilaian kinerja dengan
mengacu pada Perjanjian Kinerja Kemantren Kraton Tahun 2022 yang telah
disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola Kkinerja untuk
mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang
hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam
pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dari hasil penilaian capaian
kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022 ini telah melampaui dari target 364,67
yaitu terealisir 380 atau 104,24 % , dan capaian kinerja sasaran strategis
Tahun 2022 juga melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya sebagaimana

dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Utama Kemantren Kraton

Misi 1 Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
Indikator Capaian Kinerja (Realisasi) Sumber
Tujuan Sasaran Tujuan/sa 2017 2018 2019 2020 2021 2022 data
saran
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Meningkat
kan
perkemba
ngan
pembangu
nan
Kemantre
n Kraton

Tingkat
perkemba
ngan
pembangu
nan
Kemantren
Kraton
meningkat

Nilai
evaluasi
perkembang
an
pembangun
an
KemantrenK
raton

251,33

362,33

353

350,67

364,67

380

Tingkat
Perkemban
gan
Pembangu
nan
Kelurahan

Data : Review Renstra 2017-2022
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Tabel.

METADATA INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN/KEMANTREN KRATON

TAHUN ANGGARAN 2017-2022

VISI: Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan
Berpijak Pada Nilai Keistimewaan
MISI 1: Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan

masyarakat
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bas .
Indikator For_mula elin Indikato For_mula
Tujuan PD Tujuan Indl_kator e Sasaran r Meto_dol Indikator | Targ Targ
PD Tujuan (201 PD Sasaran ogl Sasaran e | Realis | &' | Realis | T¥9€! | Realis | JA9EL | poglis | TG | paglis | TAT9CL | Realis
PD 7 PD PD Sas asi Sas asi Sasar asi Sasaran asi Sasar asi Sasar asi
aran aran an PD PD an PD an PD
PD PD
Tujuan Daerah 1.1 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta
Meningkatkan Nilai Jumlah 300 | Tingkat Nilai Nilai Jumlah 300 | 251,33 | 306 | 362,33 320 353 341,67 | 350,67 | 346,67 | 364,67 | 364,67 | 380,00
perkembangan evaluasi nilai perkemba | evaluasi | Evaluasi | nilai
pembangunan perkemba | perkemba ngan perkemb | Perkem perkemba
Kecamatan/Kema | ngan ngan pembangu | angan bangan ngan
ntren Kraton pembangu | pembangu nan pemban | Kelurah pembangu
nan nan Kecamata | gunan an nan
Kecamata | Kelurahan n/Kemantr | Kecamat | Patehan | Kelurahan
n/Kemantr | dibagi en Kraton an/Kem ditamba | dibagi
en Kraton jumlah meningkat | antren h Kel. jumlah
Kraton Kraton Panemb | kelurahan
ahan
ditamba
h Kel.
Kadipate
n dibagi
3
Review - - - - - - - - - - 364,67 380
2022
Sumber 251,33 362,33 353,00 | 341,67 | 350,67 | 346,67 | 364,67 | 364,67 | 380,00
Data :
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- Jumlah
nilai
perkemba
ngan
pembangu
nan
Kelurahan
Patehan

246

381

388

350

369

355

371

371

380

- Jumlah
nilai
perkemba
ngan
pembangu
nan
Kelurahan
Panembah
an

245

362

320

325

351

330

365

365

385

- Jumlah
nilai
perkemba
ngan
pembangu
nan
Kelurahan
Kadipaten

263

344

351

350

332

355

358

358

375

- Jumlah
kelurahan

-2




Dari data diatas dijelaskan bahwa cara penghitungan capaian sasaran strategis adalah

dari jumlah nilai evaluasi pembangunan dimasing-masing (Kelurahan Patehan, Kelurahan
Panembahan dan Kelurahan Kadipaten) kelurahan dibagi jumlah kelurahan yang ada
(dibagi 3) =

380+385+375
3
=380

Diatur pula dalam Permendagri no 81 Tahun 2015 pasal 18 (7) untuk penilaian hasil

perkembangan Kelurahan sebagaimana dimaksud dengan kategori sebagai berikut:

a. Nilai diatas atau sama dengan 351 dikategorikan Kelurahan Cepat Berkembang;

b. Nilai 201 sampai dengan 350 dikategorikan Kelurahan Berkembang;

c.Nilai dibawah atau sama dengan 200 dikategorikan Kelurahan Kurang Berkembang.

Dengan melihat aturan diatas capaian Evaluasi Pembangunan Kemantren Kraton Tahun 2022

diseluruh kelurahan Kemantren Kraton dikategorikan cepat berkembang.

Analisis keberhasilan pencapaian target Tahun 2022yang sampai melebihi 100% dan

selalu meningkat dari tahun-tahun sebelumnya disebabkan oleh faktor pendukung antara lain:

1.

Didukung oleh program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dan program koordinasi
ketentraman dan ketertiban umum Kesadaran dan partisipasi warga masyarakat untuk
mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kemantren Kraton
Kepemimpinan Mantri Pamong Praja dan Lurah di wilayah dalam melakukan pendekatan
kepada mitra kerja pemerintah dan warga mayarakat untuk mendukung dan
mensukseskan program dan kegiatan di Kemantren Kraton.

Fungsi koordinasi, pengawasan internal dan sinergitas antara Mantri Pamong Praja,
Lurah dan seluruh karyawan sangat baik sehingga program dan kegiatan dapat berjalan
sesuai rencana, meskipun secara kuantitas dan kualitas jumlah personil kurang

Semangat warga masyarakat untuk membangun wilayahnya

Respon terhadap pengaduan warga sangat baik (membantu koordinasi dengan OPD
pemerintah kota agar penanganan lebih cepat).

Inovasi Kemantren Kraton “Lapis Keraton” sangat membantu warga dalam mendapatkan
berbagai pelayanan yaitu mengintegrasikan 8 jenis layanan antara lain : Konsultasi
Psikologi, Konsultasi dan Cek Kesehatan, Konsultasi dan Pendampingan Manajemen

Bisnis UMKM, Konsultasi dan pembayaran PBB P2, Pendampingan Perizinan Online
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Bangunan Gedung (KKPR dan IMB), Pendampingan Perizinan Berusaha melalui OSS,
Layanan Bank Jogja dan Layanan Pajak Kendaraan Bermotor

Capaian Sasaran Strategis didukung oleh capaian sasaran program, seperti dalam
table metadata dibawah ini
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METADATA INDIKATOR PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Tabel.

KECAMATAN/KEMANTREN KRATON

TAHUN ANGGARAN 2021-2022

VISI: Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak
Pada Nilai Keistimewaan
MISI 1: Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat

Program
PD 2017 2018 2019 2020 2021 2022
(Program .
P Indikator Formula
(Progf;gﬁgl;ag?dam?s;r(] Program Indikator Satuan Targe
) A PD Program PD Target . t . Target . Target Target Target
Permendagyi ?Erggﬂg) Progra Reililsa Progr Egilil Progra Zgilil Program Realisasi Program Realisasi Program Realisasi
g m PD am m PD PD PD PD
2020)
PD
Review 2021 Program
Berdasarkan
Kepmendagri 50 Tahun
2020
PROGRAM | PROGRA | Nilai survei Jumlah NRR x 75,19 75,24 75,69 | 80,01 76,19 80,37 77,19 81,75 77,69 85,25 85,25 85,44
PENYELEN | M kepuasan nilai
GGARAAN PENYELE | masyarakat tertimbang
PEMERINT | NGGARA dari 9 unsur x
AHAN DAN AN 25
PELAYANA | PEMERIN RPJMD 75,19 75,24 75.69 - 76,19 - 76.69 - 7719 - 7769 -
N PUBLIK TAHAN _
DAN Review 2018 - - 75,69 | 80,01 76,19 - 76-69 - 719 - 77,69 -
PELAYAN
AN
PUBLIK
Review 2019 - - - - 76,19 80,37 76.69 - 7719 - 769 -
Review 2020 - - - - - - 77,19 81,75 719 - 77,69 -
Review 2021 - - - - - - - - 77,69 85,25 77,69 -
Review 2022 - - - - - - - - - - 85,25 85,44
Sumber Data :
- Nilai survei poin 75,19 75,24 75,69 | 80,01 76,19 80,37 77,19 81,75 77,69 85,25 85,25
kepuasan
masyarakat
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PROGRAM | PROGRA | Review
PEMBERD M 2020
AYAAN PEMBER Angka Jumlah 429.601.667 | 985.272.500 | 429.601.667 | 964.503.000 | 429.601.667
MASYARA DAYAAN Swadaya Swadaya
KAT DESA MASAYA Murni Murni
DAN RAKAT Masyarakat
KELURAHA | DESA pada masing-
N DAN masing
KELURAH Kelurahan
AN Sumber Data: 348.067.500 985.272.500 | 348.067.500 | 964.503.000 | 348.067.500 | 1.261.258.000
- Dana rupiah 90.380.000 326.380.000 90.380.000 | 232.029.000 90.380.000 | 561.688.000
Swadaya
Murni
Masyarakat
Kel Patehan
- Dana rupiah 120.250.000 312.550.000 | 120.250.000 | 342.600.000 | 120.250.000 | 324.431.000
Swadaya
Murni
Masyarakat
Kel Kadipaten
- Dana rupiah 137.437.500 346.342.500 | 137.437.500 | 389.874.000 | 137.437.500 | 375.139.000
Swadaya
Murni
Masyarakat
Kel
Panembahan
PROGRAM | PROGRA | Jumlah Jumlah - - 100 38 38 36
KOORDINA | M Pelanggaran | Pelanggaran
Sl KOORDIN | Perda Perda
KETENTRA | ASI Review 2020 - - 240 - 230 -
MAN DAN KETENTR
KETERTIB AMAN Review 2021 - - 100 38 90 -
AN UMUM DAN
KETERTI Review 2022 - - - - 38 36
BAN
UMUM Sumber Data:
Jumlah - - 100 38 38 36
Pelanggaran
Perda pada
Kecamatan
Kraton
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Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berpedoman pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi
Republik Indonesia nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survey
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanana Publik, serta Peraturan
Walikota Yogyakarta Nomor 63 tahun 2017 tentang Pedoman Pengukuran Survei
Kepuasan Masyarakat di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Unsur SKM minimal meliputi 9 (Sembilan) unsur sebagai beriku:
a. Persyaratan Pelayanan

b. Sistem mekanisme dan prosedur

c. Waktu penyelesaian

d. Biaya/Tarif

e. Produk spesifikasi jenis pelayanan

f. Kompetensi pelaksana

g. Perilaku Pelaksana

h. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

i. Saranadan prasarana

Tabel 3.7

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit

Pelayanan
Nilai Nilai Interval (NI) Nilai Interval Mutu Kinerja Unit
Persepsi Konversi (NIK) Pelayanan (X) Pelayanan (Y)
1 1,00 - 2,5996 25,00 - 64,99 D Tidak baik
2 2,60 — 3,064 65,00 - 76,60 C Kurang baik
3 3,0644 — 3,532 76,61 —88,30 B Baik
4 3,5324 -4,00 88,31 -100,00 A Sangat baik

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2017
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Tabel

Capaian Survei Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton Tahun 2022

NO SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN
PROGRAM PROGRAM
1 Kepuasan layanan Nilai Survei 85,25 85,44 100,22%
masyarakat di Kepuasan
Kemantren Kraton Masyarakat
meningkat

Nilai survei Kepuasan Masyarakat diperoleh dengan cara penyebaran
kuisioner kepada masyarakat penerima layanan secara hard copy dan secara
googleform. Cara penghitungannya yaitu Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9
unsur x 25.

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 150.
Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Kemantren Kraton dan hasil analisis
data yang telah dilakukan diketahui bahwa Nilai Interval Konversi pada
Kemantren Kraton sebesar 85,44 berada pada kategori “BAIK” (pada interval
76,61 s/d 88,30).

Analisis kenaikan nilai survei kepuasan masyarakat dari tahun
sebelumnya (sesuai metadata diatas) dikarenakan : pelayanan di Kemantren
Kraton menjadi lebih efektif dan efisien serta dikarenakan berjalannya inovasi
Lapis Keraton yang memberi banyak kemudahan dalam pelayanan pengurusan
0SS, Kependudukan, Perizinan bangunan, konsultasi keluarga ODGJ, membantu
warga dalam pembuatan akun JSS, Pengurusan pembayaran pajak kendaraan,
Transaksi dengan Bank Jogja.

Dan dalam rangka mewujudkan tercapainya target sasaran program
kepuasan layanan masyarakat di Kemantren Kraton meningkat, didukung oleh
kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan dengan Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan yang diampu Jawatan Praja, kegiatan Koordinasi Pemeliharaan
Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan Sub Kegaitan Koordinasi / sinergi
dengan perangkat daerah dan / atau instansi vertikal yang terkait dalam
pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum yang diampu Jawatan

Kemakmuran, kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan
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kepada Camat dengan subkegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait

dengan pelayanan perizinan non usaha, Pelaksanaan urusan pemerintahan yang

terkait dengan non perizinan yang diampu oleh Jawatan Umum, Pelaksanaan

urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan yang

diampu oleh Jawatan Sosial, yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja eselon

IV sebagai berikut:

Tabel 3.2

Perjanjian Kinerja Eselon 1V

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kemantren Kraton Tahun 2022

No Sasaran Subkegiatan Indikator Kinerja Target Perubahan
Subkegiatan (Output Sub
Kegiatan)

1. Terlaksananya - Evaluasi Kelurahan 1 kali
Peningkatan efektifitas - Fasilitasi FKUB 3 kali
kegiatan pemerintahan - Fasilitasi Forkompimka 12 bulan
di tingkat Kemantren - Fasilitasi Forum 4 Kkali

Kewaspadaan Dini
Masyarakat

- Fasilitasi Forum Pembauran | 1 kali
Kebangsaan (FPK)

- Musrenbang Kelurahan 3 dokumen
Patehan, Kelurahan
Kadipaten, Kelurahan
Panembahan

- Musrenbang Kemantren 1 dokumen
Kraton

- Penyuluhan Penguatan 218 orang
Kapasitas RT RW

- Penyusunan Data Monografi | 4 dokumen
Kelurahan

- Penyusunan Profil Kelurahan | 3 dokumen
Patehan, Kelurahan
Kadipaten, Kelurahan
Panembahan

- Sosialisasi Pertanahan 46 orang

2 Terlaksananya - Evaluasi CSR 1 dokumen
- Perencanaan Monev 2 dokumen
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Koordinasi/ Sinergi
dengan Perangkat

Pembangunan Wilayah
Terintegrasi

Daerah dan at Pelatihan UMKM 25 UMKM
] aera ] a "_’Iau Koordinasi Lembaga 3 Lembaga
instansi vertical yang Masyarakat (UMKM,
terkait dalam Gapoktan, Bank Sampah)
Pemeliharaan Sarana Pengelola Pembinaan | 12 bulan
Pengembangan Perekonomian
dan Prasarana
Pelayanan Umum
Kemantren Kraton
Terlaksananya Operasional Pelayanan yang | 12 bulan
Pelaksanaan Urusan terkait perizinan
p intah Monitoring Pemantauan
eme?rln ahan yang Perizinan 12 bulan
terkait dengan Sosialisasi Pelayanan
Pelayanan Perizinan Perizinan
60 orang
Terlaksananya Operasional Pelayanan 12 bulan
Pelaksanaan Urusan Administrasi Terpadu
Pemerintahan van Kecamatan (PATEN)
’ yang Sosialisasi Pelayanan Publik | 50 orang
terkait dengan Non dan Adminiduk
Perizinan
Terlaksananya Fasilitasi Pelayan 12 bulan
Pelaksanaan Urusan Masyarakat
Pemerintahan yang Festival Kesenian HUT Kota | 3 kelurahan
Yogyakarta

Terkait dengan
Kewenangan Lain
yang Dilimpahkan

Forum Pemberdayaan
Tingkat Kemantren

Forum TKPK Kemantren
Kraton

Forum TP PKK Kemantren
Kraton

Lomba Administrasi PKK
Tingkat Kota

Monev Pelaksanaan Stunting
Monitoring & Rakordasi
PAUD

Penyuluhan Pokgi 11
Senam Lansia

Sosialisasi Penanganan
Stunting

Sosialisasi GKSTTB
WJINC

10 organisasi
4 bulan

55 orang

1 kegiatan

1 dokumen
35 SPS

40 orang

100 orang

40 orang

3 kelurahan
1 kegiatan
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Anggaran perubahan untuk pelaksanaan sub kegiatan dalam Program
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah sebesar Rp. 416.487.565,-
.dan terealisasi sebesar Rp 413.176.724,- atau 99,21%. Anggaran tersebut dialokasikan
untuk melaksanakan sasaran subkegiatan sebagai berikut-

1. Terlaksananya Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kemantren
2. Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau instansi
vertical yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

Kemantren Kraton

3. Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan
Perizinan
4. Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan

5. Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan

Lain yang Dilimpahkan

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Sebagaimana disebutkan bahwa
indikator program tersebut adalah nilai survey kepuasan masyarakat dengan target 85,25 dan
realisasi 85,44 hal itu didukung dengan pelaksanaan yang baik pada sub-sub kegiatan diatas
misal pada sasaran sub kegiatan Terlaksananya Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan
di tingkat Kemantren yang dilaksanakan Jawatan Praja . Dengan adanya pelaksanaan
musrenbang yang mampu mengakomodir usulan masyarakat dari level RT, RW hingga
kampung hingga bisa masuk menjadi renja Kemantren akan menumbuhkan rasa puas pada
masyarakat, dan pada sasaran sub kegiatan Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan
Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Umum Kemantren Kraton yang dilaksanakan Jawatan Kemakmuran
dengan adanya pelatihan UMK, terlaksananya koordinasi lembaga masyarakat ( UMKM dan
Gapoktan, Bank sampah) akan mendorong tumbuhnya perekonomian di warga masyarakat
sehingga akan mendukung rasa kepuasan pada warga masyarakat. Selanjutanya pada sasaran
sub kegiatan Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan
Perizinan dan Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non
Perizinan yang dilaksanakan di Jawatan Umum dengan adanya pelayanan di Kemantren
Kraton seperti Layanan legalisir dokumen kependudukan misal KTP, C1, izin penelitian
untuk mahasiswa dari Universitas di DIY, Persetujuan lokasi penelitian bagi mahasiswa dari

luar DIY, izin tetap di DPMPTSP, persetujuan lokasi KKN, lzin satgas covid, Surat
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keterangan waris tanah, waris bank, waris BPJS ketenagakerjaan,Mengetahui penduduk
Kemantren Kraton untuk digunakan berbagai kepentingan ( menikah, cerai, menjual tanah,
keringanan biaya sekolah dll). Pelayanan tersebut dilkukan baik, ramah dan cepat serta dg
didukung whatsap hotline Kemantren Kraton dimana manfaat hotline itu berupa whatapp
Kemantren yg terhubung ke ketua RT RW se Kemantren Kraton, jd ketika ada info yang akan
kita sampaikan ke masyarakat, akan kita umumkan lewat hotline, contoh pengumuman untuk
berpartisipasi dalam memsukseskan survey BPS, informasi ada kegiatan atau usaha di
wilayah Kemantren Kraton yang memerlukan kajian lingkungan memerlukan partisipasi atau
masukan dari masyarakat mengenai kegiatan tersebut, informasi tetang vaksin, info
pelayanan mall pelayanan publik, infomasi layanan capil dan informasi informasi lainnya,
diharapkan akan mendukung kepuasan masyarakat. Kemudian pada sasaran sub kegiatan
Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang
dilimpahkan yang dilaksanakan Jawatan Sosial dengan adanya Sosialiasi Stanting, Sosialisasi
GKSTTB (Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana) , monev pelaksanaan
stunting , monitoring dan Rakordasi PAUD yang mana kegiatan tersebut akan mendukung
masyarakat menjadi sehat, pengentasan stunting dan kemiskinan serta mendukung

pertumbuhan ekonomi dimasyarakat sehingga akan menumbuhkan kepuasan masyarakat.

Tabel.

Capaian Pelanggaran Perda di Kemantren Kraton

NO SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIA
PROGRAM PROGRAM N
1 Pelanggaran Perda di Jumlah 38 36 105,26%
Kemantren Kraton Pelanggaran
menurun Perda

Pelanggaran perda Kemantren Kraton pada Tahun 2022 terdapat 36 kali pelanggaran
dalam tahun 2022, pelanggaran yang .sering terjadi adalah pelanggaran Perda Nomor 8 Tahun
2021 tentang Bangunan Gedung.

Analisis penyebab menurunnya angka pelanggaran perda untuk Tahun 2022 sudah
berkurang dari angka yang ditargetkan target 38 dan realisasi 36, dan selalu menurun tahun-
tahun sebelumnya dikarenakan semakin intensivnya Kemantren Kraton bersama personil
BKO Satpol PP dalam menanggapi pengaduan masyarakat tentang permasalahan pelanggaran
perda. Banyak kegiatan dilaksanakan yang mampu mendukung penurunan pelanggaran
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misalnya Pembinaan PKL, penertiban spanduk, vandalisme yang secara rutin dilakukan.
Pembinaan dilakukan dengan peringatan berulang-ulang dengan melibatkan Polsek dan
Koramil Kemantren Kraton.

Selanjutnya untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program Pelanggaran Perda
di Kemantren Kraton menurun, juga didukung oleh kegiatan Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan sub kegiatan Harmonisasi
hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, kegiatan Koordinasi Penerapan dan
Penegakan Perda dan Perkada dengan sub kegiatan Koordinasi / sinergi dengan perangkat
daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /
atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dituangkan ke dalam perjanjian Kinerja

eselon 1V sebagai berikut:

No Sasaran Subkegiatan Indikator Kinerja Target Perubahan
Subkegiatan (Output Sub
Kegiatan)
1. Terlaksanya kegiatan - Frekeunsi Pengamanan 34 kali
penyelenggaraan masyarakat
ketenteraman dan -Koordinasi Linmas 2 kali
ketertiban umum Kecamatan
- Pengadaan peralatan 2 kali
operasional
- Pengisian tabung pemadam 43 tabung APAR
kebakaran
- Penyuluhan Jaga Warga 25 orang
2. Terlaksananya koordinasi -Operasi Ketertiban 43 kali
/ sinergi dengan masyarakat
perangkat daerah dn/atau - Penyuluhan PKL 20 kali
Kepolisian Negra RI - Sosialisasi Pondokan 20 orang
terkait penerapan dan - Koordinasi dengan pelaku 2 kali
penegakan Perda dan usaha Alun-alun Selatan.
Perkada

Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebesar Rp 65.640.500,-

Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan pada Program Koordinasi

dan terealisasi

Rp

64.843.500,- atau 99,64%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran Sub

Kegiatan sebagai berikut:

1. Terlaksanya kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
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2. Terlaksananya koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah dn/atau Kepolisian
Negara RI terkait penerapan dan penegakan Perda dan Perkada dst.

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program
Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu jumlah pelanggaran perda dengan
target 38 kali pelanggaran dan terealisasi 36 kali, hal itu didukung pelaksanaan sasaran Sub
Kegiatan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh Jawatan Keamanan, dengan adanya
frekuensi pengamanan masyarakat yang rutin, pemantauan wilayah dan sosialisasi /
penyuluhan seperti Penyuluhan PKL, Sosialisasi Pondokan, dan adanya koordinasi-
koordinasi seperti Koordinasi Forkopimca dan koordinasi Linmas maka akan mendukung

penurunan jumlah pelanggaran perda.

Tabel

Capaian Swadaya Masyarakat Kemantren Kraton Tahun 2022

PROGRAM PROGRAM

NO SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN

1 Swadaya Masyarakat Angka Swadaya Rp429.601.667 | Rp. 1.261.258.000 | 293,59%
Kemantren Murni
Kratonmeningkat

Capaian Swadaya Masyarakat dengan indikator angka Swadaya Murni sudah
melebihi dari yang ditargetkan, dan selalu ada kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya
(seperti dalam metada tabel.....). Cara penghitungan angka swadaya murni adalah jumlah
swadaya murni yang dikeluarkan warga masyarakat yang dinilai dengan uang dan
dikeluarkan untuk membiayai kegiatan masyarakat yang mendukung dalam pembangunan
wilayah, misalnya uang jimpitan ronda, uang kerjabakti wilayah dil.

Analisis penyebab angka swadaya murni sll mengalami kenaikan karena semakin
tinggi kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan membangun wilayahnya.

Sedangkan untuk mewujudkan tercapainya target sasaran program swadaya
masyarakat Kemantren Kraton meningkat, didukung oleh kegiatan Pemberdayaan
Kelurahan (Patehan , Panembahan, Kadipaten) dengan sub kegiatan Pembangunan Sarana
Prasrana Kelurahan (Patehan, Panembahan, Kadipaten), @ Pemberdayaan Kelurahan

(Patehan, Panembahan, Kadipaten).
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Anggaran perubahan untuk pelaksanaan Sub Kegiatan pada Program Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah sebesar Rp 2.797.057.851,- dan terealisasi Rp
2.778.371.084,- atau 99,33%. Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan sasaran
Sub Kegiatan sebagai berikut:

Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Patehan
Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Panembahan
Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Kadipaten
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Patehan

Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Panembahan

I e o

Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kraton

Sasaran Sub Kegiatan di atas mendukung pencapaian target indikator Program
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yaitu angka Swadaya Murni sebesar Rp.
429.601.667 dan terealisasi sebesar Rp. 1.261.258,000- hal itu didukung dengan adanya
kesadaran masyarakat yang tinggi pada ketiga Kelurahan yang ada di Kemantren Kraton
(Kelurahan Patehan, Panembahan dan Kadipaten) untuk kepentingan lingkunganya
terutama dalam masa pandemi bersemangat untuk berbagi dan berswadaya serta kepedulian
warga masyarakat untuk membangun wilayahnya. sawadaya murni tersebut tidak hanya
pada pembangunan fisik tapi juga pada pemberdayaan masyarakat, ketika pekerjaan fisik
yang besar sudah tertanggung APBD maka warga masyarakat mendukung dengan swadaya
murni dalam skala kecil sesuai kemampuan masing2 untuk membangun wilayahnya. Dan
juga seperti pelaksanaan Penyemprotan desinfektan tdk bisa seluruhnya ditanggung
pemerintah maka masyarakat Kemantren Kratonpun berswadaya agar penyemprotan serta

kerja bakti menjaga kebersihan lingkungan tetap terlaksana biarpun harus berswadaya.

Tabel 3.4
Data Prosentase Angka Swadaya Murni per kelurahan Tahun 2022

Tahun 2022
No. LPMK —
Target Realisasi %
Kelurahan Patehen 90.380.000,- 561.688.000,-| 621,47
Kelurahan 137.437.500,- 375.139.000,-| 272,95
Panembahan
3. Kelurahan Kadipaten 120.250.000,- 324.431.000,-| 269,80
429.601.667,- 1.261.258.000,-| 362,36
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b. Perbandingan realisasikinerja sampai dengan Tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi

Penyandingan target dalam cascading jangka menengah (RPJMD)
Kemantren Kraton dengan realisasi sampai dengan Tahun 2022 seperti dalam

tabel dibawah ini
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Tabel 3.9
Penyandingan Target dan Realisasi RPIMD

Misi 1 Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
Target Realisasi
. Indikator
Tujuan Sasaran .
Tujuan/sasaran | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Meningkatkan | Tingkat Nilai evaluasi
perkembangan | perkemban | perkembangan
pembangunan | gan pembangunan
Kemantren pembangu | KemantrenKr
Kraton nan aton
E?;‘gg“e“ 300 | 306 | 320 | 341,67 | 346,67 | 364,67 | 251,33 | 362,33 353 | 350,67 | 364,67 | 380
meningkat
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Berdasarakan tabelpenyandingan diatas disampaikan bahwa capaian
kinerja dari indikator Sasaran Strategis sampai dengan Tahun 2022 selalu
meningkat dan melebihi yang ditargetkan hal tersebut seperti yang sudah
dijelaskan di bagian sebelumnya dalam Bab ini dan dapat disimpulkan
bahwa semua tercapai karena kerja sama yang baik antar pemerintah dalam
hal ini OPD Kemantren Kraton dengan warga masyarakatnya. Saling
mendukung untuk mewujudkan kemajuan perkembangan kelurahan masing-
masing yaitu Kelurahan Patehan, Panembahan dan Kadipaten. Meskipun
pada Tahun 2022merupakan masa-masa pemulihan ekonomi dari masa
pandemi yang lama karena virus corona akan tetapi harus bisa bersemangat

bersama warga masyarakat untuk bangkit memperbaiki perekonomian.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional /
sejenis

Standar nasional untuk perbandingan tingkat kemantren tidak ada,
sehingga kami mencoba untuk membandingkan capaian sasaran starategis
Kemantren Kraton dengan kemantren lain yang nilainya lebih tinggi dan
maju mewakili Kota Yogyakarta untuk maju lomba kelurahan tingkat DIY
bahkan sampai tingkat regional yaitu Kelurahan Suryatmajan Kemantren
Danurejan.

Capaian sasaran strategis Kemantren Danurejan pada Tahun 2022
adalah 408 dari target 404 sementara Kemantren Kraton capaian sasaran
strategis Tahun 2022 adalah 380 dari target 364,67. Tabel perbandingannya
sebagai berikut:

Tabel.
Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Kemantren Kraton dengan
Kemantren Danurejan Tahun 2022

Kemantren Kraton Kemantren Danurejan
No SASARAN INDIKATOR
"| STRATEGIS KINERJA Target Realisasi Capaian | Target Realisasi Capaian
1. | Tingkat Nilai evaluasi
perkembangan perkembangan
pembangunan pembangunan 364,67 380 104,20% 404 408 100,99
Kemantren Kemantren
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Sesuai aturan dari pelaksanaan Evaluasi Kelurahan yang diatur
dengan Permendagri no. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa
dan Kelurahan.Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dimaksudkan
untuk:

a. Menetukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa
dan kelurahan serta untuk mengetahui efektivitas dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatanan dan
pemberdayaan masyarakat.

b. Mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan
kelurahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Tujuannya:

Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan bertujuan untuk melihat tahapan

dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun

waktu Januari samapai dengan Desember
Evaluasi perekembangan desa dan kelurahan meliputi pemantauan dan
penilaian tingkat perekembangan desa dan kelurahan, berupa evaluasi bidang
pemerintahan, evaluasi bidang kewilayahan dan evaluasi bidang kemasyarakat
Diatur pula dalam Permendagri no 81 Tahun 2015 pasal 18 (7) untuk
penilaian hasil perkembangan Kelurahan sebagaimana dimaksud dengan
kategori sebagai berikut:
a. Nilai diatas atau sama dengan 351 dikategorikan Kelurahan Cepat
Berkembang;

b. Nilai 201 sampai dengan 350 dikategorikan Kelurahan Berkembang;

c.Nilai dibawah atau sama dengan 200 dikategorikan Kelurahan Kurang
Berkembang.

Berdasar Permendagri tersebut bahwa Kemantren Kraton nilai evaluasi
kelurahan 380sebenarnya sudah termasuk Kemantren dengan kategori cepat
berkembang akan tetapi untuk lebih  meningkatkanperkembangan
pembangunan Kemantren Kraton maka akan disandingkan dengan Kemantren
Danurejan yang nilai Evaluasi Kelurahannya lebih tinggi yaitu 408 dan salah
satu kelurahannya vyaitu kelurahan Suryatmajan maju mewakili Kota

Yogyakarta untuk lomba tingkat DIY.
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Dari situ kami mengevaluasi bahwa nilai evaluasi kelurahan
Suryatmajan lebih tinggi dari kelurahan-kelurahan di Kemantren Kraton
dikarenakan dalam pendokumentasiannya data dukung lebih tertib ,dengan
didukung peran serta UMKM dalam meproduksi ciri khas wilayah untuk
meningkatkan daya tarik, dan menjadi potensi untuk pengembangan pariwisata
diwilayah. Hal tersebut menjadi pemicu bagi Kemantren Kraton kedepannya
untuk  lebih  tertib  dalam  pendokumentasian  dan  penyajian
dokumenpendukung Evaluasi Kelurahan serta berusaha memotivasi UMKM
untuk menghasilkan produk-produk yang laku dipasaran dan menjadi daya
tarik wilayah.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kemantren Kraton pada tahun 2022 ini mencapai capaian kinerja yang
baik dalam mencapai target kinerja. Pernyataan tersebut dapat didukung
dengan data capaian kinerja sasaran maupun indikator kinerja program yang
sudah diuraikan pada bab yang sama.

Dukungan terhadap pernyataan keberhasilan juga dapat dilihat pada
program kerja yang dilaksanakan olen Kemantren Kraton untuk mencapai
tujuan organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja Kemantren Kraton yang
diuraikan pada Bab 2 laporan ini.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tidak lepas dari beberapa
faktor yang menjadi penghambat kinerja Kemantren Kraton Kota
Yogyakarta Tahun 2022 antar lain :

a. Pemenuhan anggaran program dan kegiatan hanya sesuai dengan
kewenangan , dan juga alas hak tanah di Kemantren Kraton sebagian
besar adalah milik Kraton Yogyakarta sehingga ketika akan
mengusulkan pembangunan fisik dan pemeliharaan mengalami
kesulitan, jadi tidak semua usulan dari warga masyarakat bisa
terakomodir, solusi yang bisa dilakukan dengan menjembatani usulan
warga masyarakat yang bukan kewenangan Kemantren Kraton agar bisa

diampu oleh OPD lain yang terkait dengan permasalahan, kemaudian
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terkait dengan alas hak tanah akan dikonsultasikan dengan pihak Kraton
Yogyakarta.

. Kerjasama internal yang baik dan solid
Kerjasama antar unit atau jawatan/seksi sangat diperlukan dalam

rangka Penguatan integritas dan kerjasama. Pemberian motivasi kerja
dalam hal kerjasama bagi para pegawai selalu dilakukan untuk menjaga
kualitas kinerja sumber daya manusia yang tersedia. Keterbatasan
jumlah sumber daya manusia (pegawai) Kemantren Kraton dijadikan
pemicu semangat untuk meningkatkan dedikasi kerja bagi seluruh
pegawai untuk dapat mengemban amanah sesuai dengan program kerja
yang ada. Untuk memicu semangat kerja pegawai Kemantren Kraton
maka setiap tahunnya diadakan pemilihan Pegawai Pilihan dengan cara
masing-masing pegawai memilih satu pegawai ASN dan Tenaga
Teknis/Naban sebagai salah satu cara dengan pungutan suara untuk
menentukan pegawai pilihan sehingga akan dipilih satu pegawai
ASNdan satu staf Tenaga Teknis / Naban sebagai pegawai idol
Kemantren Kraton. Pegawai yang terpilih akan mendapatkan sertifikat
dan cindera mata, halini sebagai bentuk reward atau apresiasi kepada
pegawai pilihan karena sudah bekerja dengan baik dan akan menjadi
contoh serta memotivasi bagi pegawai yang lain. Karena sangat
diharapkan para pegawai bisa bekerja dengan baik dan mampu saling
bekerja sama dengan rekan kerja yang lain. Jika masing-masing
pegawai bisa bekerja dengan optimal maka akan sangat mengurangi
beban OPD yang disebabkan karena keterbatas SDM yang ada
sehingga diharapkan semakin mendukung capaian kinerja Kemantren
Kraton untuk lebih baik lagi.

Namun demikian ada juga panismen bagi pegawai yang melanggar
tatatertib misalnya jika sering terlambat masuk kerja atau bekerja tidak
sesuai dengan tugas fungsinya maka akan ditegur atasan langsung dan
jika berulang-ulang akan diterbitkan surat peringatan oleh Mantri
Pamong Praja dan mendapatkan hukuman disiplin.

. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja
Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja seluruh

PPTK harus dilakukan agar pimpinan dapat mengetahui
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perkembangan pelaksanaan program kerja dan kendala apa yang
dihadapi sehingga segera dapat dicarikan jalan keluar. Dan Kemantren
Kraton sudah rutin melaksanakan rapat internal pada Hari Senin pagi,
dimana menjadikan forum untuk monitoring dan evaluasi dari program
dan kegiatan yang telah dilaksanakan seminggu yang lalu dan rencana
kegiatan seminggu kedepan. Capaian Kinerja sasaran starategis juga
menjadi pendorong pada semua aspek (jawatan dan kelurahan) untuk
mencari solusi agarcapaian kinerja akan lebih baik misalnya dengan
lebih menekankan perbaikan pada catatan kekurangan-kekurangan
yang direkomendasikan.

. Dengan kemajuan teknologi informasi menunjang kinerja OPD untuk
mempercepat kinerja dengan harapan program dan kegiatan dapat
dengan cepat diakses dan dirasakan oleh masyarakat, Hambatannya tidak
semua pegawai mengerti tentang fasilitas teknologi yang bisa digunakan,
solusi yang telah dilakukan dengan cara melakukan pendampingan kepada
pegawai tersebut.

. Dengan adanya Inovasi Lapis Keraton yang mendukung pelayanan
Masyarakat dengan memberikan kemudahan dalam berbagai pelayanan.
Hambatannya misalnya pelaksaan pelayanaan konsultasi ODGJ ini tidak
semua warga masyarakat yang bersedia untuk dating mungkin karena malu,
solusi yang dilakukan oleh kemantren Kraton beserta adalah dengan
menyambangi kerumah yang bersangkutan.

. Dalam pelaksanaan penurunan angka stanting di Kemantren Kraton, sudah
diupayakan dengan pemberian PMT (Pemberian Makanan Tambahan) stanting
kepada anak-anak Batita dan Balita, serta dilakukan monev bersama
puskesmas serta personil Forkompimca untuk memantau dan memotivasi .
Hambatannya adalah tidak semua anak stanting menyukai menu dari PMT
(Pemberian Makanan Tambahan) masing-masing anak seleranya berbeda, dan
ketika anggaran PMT stanting sudah habis makan akan kesulitan dalam
pemberian tambahan gizi berkelanjutan.

. Dalam rangka mendukung sasaran daerah untuk menanggulangi kemiskinan
di Kemantren Kraton, karena secara data Kemantren Kraton termasuk wilayah
dengan warga miskin yang banyak, telah diupayakan dilaksanakannya
kegiatan yang berfungsi untuk penurunan angka kemiskinan, seperti pelatihan-

pelatihan. Sementara hambatannya adalah tidak semua warga miskin
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menyadari akan potensi yang dimiliki sehingga untuk mengembangkan
kemampuannya sering mengalami kesulitan. Seperti ketika diberi pelatihan
tidak bisa dikembangkan secara berkelanjutan, dan dimungkinkan juga karena

factor pendanaan / modal yang minim.

2. Faktor Eksternal

a. Peran Public Social Institutions / Lembaga Sosial Kemasyarakatan

Peran penting dari Lembaga Sosial Masyarakat yang berperan dalam
pembangunan antara lain RT RW, LPMK, TP PKK, Paguyuban
Kesenian, Paguyuban PAUD, Kelurahan Siaga, IPSM, Komisi Lansia
dan BKM. Keterlibatan lembaga kemasyarakatan tersebut dimulai dari
proses perencanaan kegiatan sampai dengan pelaksanaannya. Hal itu
menjadikan program kerja dapat dilaksanakan dengan lancar.

Society Participation / Partisipasi Masyarakat

Selain dari lembaga masyarakat, partisipasi juga ditunjukan masyarakat
secara pribadi artinya tidak mewakili lembaga atau institusi yang ada.
Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan
kegiatan. Apalagi program pemberdayaan masyarakat dimana kegiatan
ini ada di kemantren maupun kelurahan, tanpa partisipasi masyarakat
program pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilaksanakan dengan
baik.Demikian pula dukungan partisipasi masyarakat dalam
memberikan Swadaya Murni bertujuan untuk mendukung pelaksanaan

pembangunan di wilayah masing-masing.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi sumber daya dapat dimaknai penggunaan sumberdaya yang

terbatas namun dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Data terkait

dengan efisiensi penggunaan sumber daya salah satunya dari sisi anggaran

dari pelaksanaan program dan kegiatan Kemantren Kraton adalah sebagai

berikut :
Tabel 3.10
Analisis Efisiensi Anggaran 2022
No Program/kegiatan Anggaran Realisasi Efisiensi

Perubahan
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1 Program Penunjang 5.884.502.427- 5.624.494.401,- 260.008.026,-
Urusan Pemerintahan
Daerah

2 Program 416.487.565,- 413.176.724 - 3.310.841,-
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pelayanan Publik

3 Program Ketentraman 96.464.800,- 94,106,000,- 2.358.800.-
dan Ketertiban Umum

4 Program Pemberdayaan | 2.797.057.851,- 2.778.371.084,- 18.686.767,
Masyarakat Desa dan -
Kelurahan

a) Kegiatan 667.948.662,- 661.944.598,- 6.004.064,-
Pemberdayaan
Kelurahan Patehan

b) Kegiatan 1.141.300.183,- 1.138.267.883,- 3.032.300,-
Pemberdayaan
Kelurahan
Panembahan

c) Kegiatan 987.809.006,- 978.158.603,- 9.650.403,-
Pemberdayaan
Kelurahan
Kadipaten

Berdasarkan data tersebut diatas, analisis efisiensi dapat dijelaskan
dari berbagai Program yang dilaksanakan walaupun tidak seluruhnya
merupakan efisiensi terutama pada sebagian kecil kegiatan tetapi tidak
berpengaruh besar pada pencapaian tujuan organisasi. Efisiensi tersebut diatas
dapat kami analisis sebagai berikut:

a. Pada program Penunjang urusan pemerintahan daerah sisa anggaran yang
tidak dimanfaatkan dengan pertimbangan pengeluaran anggaran
berdasarkan kebutuhan. Oleh karena itu sisa anggaran tidak dipergunakan
karena kebutuhan sudah tercukupi. Contoh dari hal tersebut adalah
kebutuhan pembayaran gaji dan TPP pegawai dibayarkan sesuai
kebutuhan jumlah ASN, pembayaran listrik, telepon dan air dikeluarkan
sesuai dengan kebutuhan tagihan, untuk pemeliharaan kendaraan seperti
penggantian suku cadang karena asumsi banyak kegiatan yyang masih
dilakukan secara daring sehingga pemakaian kendaraan bekurang
frekuensinyadibanding sebelum masapandemi sehingga untuk mengalami

penggantian suku cadang lebih kecil.Demikian untuk pembelian BBM
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juga sesuai kebutuhan, . Namun demikian hal itu tidak mengganggu
pencapaian target.
. Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publikyang
berisi kegiatan yang diampu Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran,
Jawatan Umum dan Jawatan Sosial hampir semuanya berjalan dengan
baik jika ada efisiensi itu karena penyesuaian harga baner, pada
pelaksanaannya harga bisa lebih murah daraipada standar kota.
. Pada Program Ketentraman dan Ketertiban Umum, semua kegiatan
terlaksana semua jika ada sisa anggaran karena efisiensi pada belanja
cetak baner dikarenakan harga pada waktu pelaksanaan dibawah harga
standar kota, dan ada salah satu nara sumber pada pelaksanaan Sosialiasi
Jagawarga yang berasal dari Pemerintah Kota Yogyakarta sehingga honor
nara sumber tidak bisa diberikan.
. Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan secara
analisis semua kegiatan pemberdayaan yang ada di ketiga kelurahan yaitu
Kelurahan Patehan, Panembahan dan Kadipaten terlaksana dengan
baikdan secara fisik selesai 100%, jika ada efisiensi anggaran itu karena
dikarenakan sisa harga negosiasi dengan penyedia jasa.

Selain itu juga ada efisiensi dari segi sumber daya manusia (SDM) .
Jika dibandingkan dari formasi sesuai anjab di Kemantren Kraton maka
jumlah pegawai yang ada masih belum sesuai ditambah lagi ada personil
yang pensiun namun dengan jumlah yang ada diharapkan semua pegawai
bisa bekerja dengan maksimal. Semua pegawai bisa bekerja dengan

efisien untuk mendukung kinerja organisasi secara maksimal.

Tabel.
Analisis Efisiensi

% Capaian % Tingkat
No Sasaran Indikator Kinerja (= Penyerapan efisiensi
100%) Anggaran
1 Tingkat perkembangan | Nilai evaluasi | 104,20 % | 96.91 3.09
pembangunan perkembangan
Kemantren Kraton pembangunan
meningkat
Program Nilai survei 99,21 % 0.79
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Penyelenggaraan kepuasan

Pemerintahan dan masyarakat

Pelayanan Publik

Program Koordinasi Jumlah 98,79% 1.21
Penyelenggaraan Pelanggaran

Ketentraman dan Perda

Ketertiban Umum

Program Angka 99,33% 0.67
Pemberdayaan Swadaya

Masyarakat Desa dan Murni

Kelurahan

Program Penunjang Hasil 95,58% 4.42
Urusan Pemerintahan Penilaian

Daerah Kabupaten / SAKIP oleh

Kota Inspektorat

Sasaran Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Kraton meningkat
telah mencapai kinerja sebesar 104,20% dengan efisiensi anggaran sebesar
3,09%, untuk mencapai sasaran dengan melakukan perbaikan dan evaluasi serta
memaksimalkan sarpras serta sumber daya yang ada.

f. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja dilihat dari perjanjian
kinerja pada tahun 2022, Kemantren Kraton memiliki tiga program kerja
yang mendukung Sasaran Strategis Kemantren Kraton sesuai dengan
Perjanjian Kinerja. yaitu:
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Keberhasilan pencapaian target ini ditunjang oleh beberapa hal
antara lain:

- Dalam Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
yang diampu oleh Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Umum
dan Jawatan Sosial, saling bersinergi untuk menghasilkan kinerja yang
baik dan bermanfaat. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan

Musrenbang Kemantren yang mengakomodir usulan/aspirasi warga
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masyarakat mampu berjalan dengan baik dan mendukung tingkat
kepuasan warga masyarakat.

Dalam Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang
diampu Jawatan Keamanan secara rutin melakukan pemantauan wilayah
didukung dari personil BKO Pol PP serta jajaran Polsek serta Danramil
dalam mengatasi kerawanan dan dalam rangka penegakan Perda, sehingga
mendukung penurunan angka pelanggaran Perda yang Tahun 2022
terealisasi 36 kali pelanggaran dari target 38. Salah satu contoh Dalam
rangka efektifitas implementasi Perda Bangunan Gedung maka Jawatan
Keamanan, Jawatan Umum Kemantren Kraton dan BKO Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Yogyakarta, melaksanakan giat
monitoring/pemantauan perizinan, dan ditindaklanjuti koordinasi dengan
DPUPKP dan DPMPTSP Kota Yogyakarta apabila ditemukan
pelanggaran perizinan. Pemilik bangunan yang terkena penertiban karena
melaksanakan pembangunan tanpa izin atau melanggar ketentuan dalam
izin, akan diarahkan untuk mendapatkan pendampingan dari Jawatan
Umum Kemantren Kraton dalam mengurus PBG secara online. Dengan
adanya pendampingan terhadap pelanggaran ringan yang terjaring
pengawasan Jawatan Keamanan dan BKO Satpol PP dapat menurunkan
angka pelanggaran Perda Bangunan Gedung dan meningkatnya kesadaran
masyarakat Kemantren Kraton dalam menjaga kelestarian warisan budaya
Paugeran Kraton Yogyakarta.

Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan diampu
oleh ketiga kelurahan yaitu Kelurahan Patehan, Kelurahan Panembahan
dan Kelurahan Kadipaten dalam pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat baik Sarana Prasarana Pembangunan wilayah atau
Pemberdayaan Masyarakat bisa terlaksana dengan baik dikarenakan selalu
dilakukan koordinasi dan evaluasi akan ketepatan tatakala pekerjaan serta
efisien waktu pelaksanaan, sehingga kegiatan bisa terlaksana tepat waktu.
Banyaknya usulan masyarakat yang dijaring lewat Musrenbang yang bisa
teranggarakan meningkatkan kepusana masyarakat dan kepercayaan
masyarakat kepada pemerintah khususnya kelurahan dan kemantren,
sehingga mendorong masyarakat untuk berswadaya mendukung

pembangunan diwilayah masing-masing. Hal ini terlihat dari capaian
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swadaya murni Tahun 2022 yang melebihi yang ditargetkan yaitu Rp.
1.261.258.000 dari target Rp. 964.503.000 atau capai kinerja 293,59%.
2. Analisis kegiatan yang menghambat pencapaian pernyataan kinerja
Melihat analisis yang sudah diuraikandiatas, maka dapat
disimpulkan tidak diperoleh gambaran yang signifikan hal yang
menghambat dalam rangka pencapaian target kinerja Kemantren Kraton.
Namun demikian catatan penting yang tidak boleh diabaikan adalah
konsistensi sumber daya internal perangkat daerah atau boleh disebut
integritas dan komitmen bersama bagi para pelaksana internal (ASN)
harus tetap dijaga dan ditingkatkan. Biarpun jumlah pegawai tidak sesuai
dengan formasi anjab Kemantren Kraton dikarenakan juga ada personil
yang memasuki masa pensiun .Dan Pada Tahun 2022 ini Kota Yogyakarta
mulai bangkit dari masa Pandemi Virus Corona dan banyak kegiatan
difokuskan untuk recovery ekonomi, sekalipun demikian diharap semua

Program dan Kegiatan tetap berjalan lancar .

g. Inovasi yang mendukung pencapaian kinerja
Nama Inovasi : Lapis Keraton (Layanan Pasar Kamis Kemantren
Kraton)

Pemerintah Pusat telah meluncurkan versiter baru Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (OSS).
Proses perizinan berbasis online ini disinyalir dapat memudahkan masyarakat
dalam mengurus perizinan, namun kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang
diharapkan dan terjadi banyak kendala, sehingga UMKM mengalami kesulitan
dalam menjalankan perizinan usahanya melalui OSS. Selain itu perizinan
bangunan gedung secara online di DPMPTSP Kota Yogyakarta juga belum
sepenuhnya dipahami oleh masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Bangunan Gedung bertujuan untuk meningkatkan ketertiban, keindahan,
kerapian, pengendalian dan pembinaan keandalan bangunan gedung. Selain
itu untu kmewujudkan Kkeserasian tataruang daerah dan kelestarian
lingkungan, perlu adanya penyelenggaraan bangunan gedung yang berasaskan
kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan dan kearifan lokal. Untuk mencapai

tujuan tersebut diatas diperlukan adanya kegiatan pengawasan yang dapat
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memantau aktivitas masyarakat dalam membangun bangunan gedung. Dalam
rangka penegakan Perda Bangunan Gedung maka Jawatan Keamanan
dan BKO Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta melaksanakan giat
monitoring / pemantauan perizinan, dengan ketentuan sebagai berikut : 1)
Apabila terjadi pelanggaran dan sudah memiliki IMB maka akan
dikoordinasikan dengan Jawatan UmumKemantren Kraton untuk ditindak
lanjuti dan diinformasikan ke OPD Teknis yang berwenang di bidang
pengawasan yaitu DPUPKP dan OPD penerbit izin yaitu DPMPTSP Kota
Yogyakarta. 2) Apabila terjadi pelanggaran adanya pembangunan tanpa IMB
akan diberikan surat penghentian pembangunandan dilaporkan ke Satpol PP
Kota Yogyakarta untuk mendapatkan sanksi.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB sebelum
mendirikan atau merenovasi bangunan mengakibatkan angka pelanggaran
Perda Bangunan Gedung di Kemantren Kraton cukup tinggi. Tercatat 38
pelanggaran pada Tahun 2021 dengan jenis pelanggaran antara lain :
mendirikan / merenovasi bangunan tanpa IMB, mendirikan bangunan
bertingkat, dan basement.

Adanya permasalahan tingginya pelanggaran bangunan gedung
maka pada pertengahan tahun 2021 Kemantren Kraton menginisiasi Inovasi
Pengampingan Perizinan Online yang mengintegrasikan dengan 2 (dua)
layanan yang sudah ada sebelumnya yaitu Layanan Bank Jogja dan Layanan
Pajak Kendaraan Bermotor. Inovasi ini bertujuan untuk mewujudkan
kawasan Kemantren Kraton bebas calo mengingat tidak semua warga mele
kteknologi, denganmempermudah pendaftaran perizinan OSS bagi UMKM
dan mempermudah pendaftaran perizinan bangunan gedung yaitu KKPR dan
IMB. Kemantren Kraton memberikan layanan teknis berupa pembuatan akun
JSS (Jogja Smart Service) ,pembuatan E-mail, alih media (scan) persyaratan
perizinan online, entry pendaftaran online (baik melalui JSS maupun OSS)
dan cetak dokumen perizinan. Dengan adanya inovasi ini diharapkan dapa
tmenurunkan angka pelanggaran Perda Bangunan Gedung dan menjaga
kelestarian warisan budaya Paugeran Kraton Yogyakarta.

Untuk optimalisasi lapis keraton, pada tanggal 24 Februari 2022
Kemantren Kraton mengadakan Zoom Meeting Kerjasama dengan FEISHum

Universitas Aisyiyah Yogyakarta yang memayungi lima program studi yaitu:
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Program Studi Akuntansi, Manajemen, Administrasi Publik, llmu Komunikasi
dan Psikologi. Kerjasama ini menambah jumlah stakeholder inovasi.
Selanjutnya diselenggarakan FGD Perumusan MoA (Memorandum of
Agreement) dan Program Kerja. Dalam pengembangannya Inovasi
Pengampingan Perizinan Online berubah nama menjadi LAPIS KERATON
(Layanan Pasar Kemis Kemantren Kraton) sebuah infrastruktur pelayanan
publik yang mengintegrasikan 8 jenis layanan antara lain : Konsultasi
Psikologi, Konsultasidan Cek Kesehatan, Konsultasidan Pendampingan
Manajemen Bisnis UMKM, Konsultasi dan pembayaran PBB P2,
Pendampingan Perizinan Online Bangunan Gedung (KKPR dan IMB),
Pendampingan Perizinan Berusaha melalui OSS, Layanan Bank Jogja dan
Layanan Pajak Kendaraan Bermotor.

Pada tanggal 1 Juni Tahun 2022, Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2021 yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2021
dinyatakan berlaku efektif mencabut Perda 2 Tahun 2012 tentang Bangunan
Gedung, Layanan Pendampingan Perizinan Online Bangunan Gedung
menyesuaikan menjadi Pendampingan KKPR melalui JSS dan PBG
(Persetujuan Bangunan Gedung) melalui SIM BG. Proses perizinan PBG

sepenuhnya menjadi kewenangan DPUPKP.

Kemantren Kraton pada Tahun 2022 berupaya memberikan
kontribusi dalam penanggulangan permasalahan kesehatan jiwa, LAPIS
KERATON merupakan inovasi Kemantren Kraton yang mengintegrasikan
berbagai layanan masyarakat ke dalam satu tempat dan satu waktu. Layanan
Konsultasi Psikologi adalah salah satu dari layanan dalam LAPIS KERATON
yang merupakan kolaborasi antara Kemantren Kraton, Puskesmas Kraton dan
Biro Layanan Konsultasi Psikologi Universitas Aisyiyah Yogyakarta.Layanan
ini bertujuan untuk mendukung upaya penanggulangan permasalahan
gangguan jiwa/ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa) di wilayah Kemantren
Kraton. Angka ODGJ berdasarkan data kunjungan ke Puskesmas Kraton
mengalami peningkatan yaitu sebanyak 52 orang pada Tahun 2020 menjadi 59
orang pada tahun 2021. Data yang diinformasikan ini merupakan data
kunjungan pasien gangguan jiwa berat / ODGJ Berat ke Puskemas Kraton.

Gangguan jiwa berat adalah gangguan jiwa yang khas ditandai oleh gejala
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psikotik berupa halusinasi, delusi, disorientasi, perilaku aneh, dll. Perlu

diketahui bahwa orang dengan gangguan jiwa berat berbeda dengan orang

yang mengalami gangguan jiwa ringan atau orang dengan masalah kesehatan.

Berikut ini data ODGJ Berat tahun 2020 - 2022 :

Angka ODGJ Berat (Psikotik)

{ 2021 ) (2022 )
--- Tofal Kelurahan  Laki-aki Perempuan
panembenanll BRI G) 12 22 Panembahan 12 8
Patean 7 9 16 Patehan 10 6
Kadipaten 10 8 18 Kadipaten 12 9
Wiayahlvar 9 1 3 WilayahLuar 1 1
Total 29 30 59 Total 35 24

Penanganan permasalahan kesehatan jiwa yang telah dilakukan oleh
Kemantren Kraton pada Tahun 2022 antara lain FGD design dan

perencanaan (sosialisasi dan diskusi rencana program), edukasi

promotif kesehatan jiwa, dan konseling psikologi.

h. Kolaborasi lintas sektor yang mendukung pencapaian kinerja

Total

20
16
2]

59

Kemantren Kraton selalu bersinergi dengan lintas sektoral salah

satunya dengan terbentuknya Forkompimca (Forum Komunikasi Pimpinan

Kecamatan / Kemantren) yang beranggotakan Mantri

Pamong Praja,

Kapolsek dan Danramil. Namun demikian dalam pelaksanaanya juga

mengikut sertakan Kepala KUA dan Kepala Puskesmas .

Dalam forum koordinasi tersebut mengkoordinasikan penyelenggaraan

pemerintahan dan segala sesuatu yang mendukung kestabilan program

kegiatan Kemantren Kraton, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab untuk
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mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas

kemantren bagi kelancaran pembangunan wialyah Kemantren Kraton.

Kolaborasi yang baik tersebut sangat mendukung dan menunjang
capaian kinerja Kemantren Kraton misal dengan mengatasi kerawanan
wilayah sehingga tingkat kriminal bisa diminimalisir. Dalam pelaksanaan hal
tersebut Kemantren Kraton berkolaborasi dengan Polsek dan Koramil, Dalam
penanganan penegakan perda Yyang dilakukan oleh Jawatan Keamanan
Kemantren Kraton juga melibatkan BKO Satpol PP dan juga dibantu oleh
Polsek serta Koramilu untuk mengantisipasi terjadinya konflik yang mungkin
terjadi saat melaksanakan eksekusi pelanggaran perda, demikian juga dalam
kegiatan PAM keagamaan maupun PAM Sosial . Dalam penanganan orang
terlantar yang akan dibawa ke Dinas Sosial, terlebih dahulu harus
dilaksanakan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu oleh Puskesmas. contoh
lain dalam mengatasi jenazah terlantar selain Polsek dan Puskesmas juga
harus mengikut sertakan Puskesmas. Peran KUA disini jika terjadi kejadian
yang berkaitan dengan agama semisal ada jenazah yang diributkan akan di
kebumikan secara agama apa ketika agama di KTP berbeda dengan agama
ahli warisnya. Juga dalam monev stanting juga melibatkan forkompimca baik

puskesmas maupun Korami dan Polsek.

Kemantren Kraton juga berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak
Kraton Yogyakarta (Purorakso) dalam penanganan kemanan alun-alun kidul
(alkid) dalam hal penataan parkir, PKL dan lampu penerangan.

Yang diuraikan diatas hanya sebagian kecil saja dari kejadian yang
ada, karena sebenarnya banyak hal yang harus dikoordinasikan terkait
kewilayahan baik dari segi ketentraman ketertiban, kesehatan maupun agama.
Dan sudah menjadi agenda rutin Kemantren Kraton untuk memfasilitasi
koordinasi Forkompimca sebulan sekali, sekalipun demikian koordinasi bisa
dilakukan disetiap saat ketika darurat dan ada kejadian yang harus segera

diselesaikan dengan melibatkan lintas sektoral.

3.2 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung Kemantren Kraton pada Tahun 2022
sebesar 96.91% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk
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Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 95,58%,
untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terealisasi
sebesar 99,21% , sedangkan realisasi untuk Program Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 98,79% dan Program
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terealisasir sebesar 99,33%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per program dan kegiatan maka bisa
dilihat penyerapan anggaran rata-rata sudah diatas 95% sehingga bisa disimpulkan
bahwa capaian realisasi keuangan Kemantren Kraton sangat baik.

Jika dikaitkan antara Kkinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan
anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan
anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk
pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2022 telah mencukupi sesuai dengan yang
direncanakan.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk

membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada table berikut:

Tabel 3.11
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Tahun 2022
No Program/kegiatan/Sub Anggaran Realisasi Prosentase
Kegiatan Perubahan
1. Program Penunjang 5.884.502.427 - 5.624.494.401,- 95.58 %
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten /
Kota
a. Perencanaan dan 9.500.000 9.493.975 99.94%
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
1. Penyusunan 2.500.000 2.499.000 99,96%
Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan 3.300.000 3.298.225 99.95%
Penyusunan DPA-
SKPD
3. Koordinasi dan 3.700.000 3.696.750 99.91%
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
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Kinerja SKPD

b. Administrasi
Keuangan

4.814.755.000

4.584.265.917

95.21%

1. Penyediaan Gaji
dan Tunjangan
ASN

4.808.165.000

4.577.693.347

95.21%

2. Pelaksanaan
Penatausahaan
Tugas ASN

160.000

151.700

94.81%

3. Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujian / verikasi
keuangan SKPD

160.000

158.750

99.21%

4. Koordinasi dan
Pelaksanaan
Akuntansi SKPD

1.500.000

1.500.000

100%

5. Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD

650.000

643.900

99,06%

6. Pengelolaan dan
Penyiapan Bahan
Tanggapan
Pemeriksaan

340.000

338.250

99.49%

7. Koordinasi dan
Penyusunan
Laporan Keuangan

3.480.000

3.480.000

99.49%

8. Penyusunan
Pelaporan dan
Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran

3.480.000

3.480.000

100%

3. Administrasi Umum

173.674.760

173.465.870

99.88%

1.Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

11.206.050

11.193.830

99,89%

2. Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor

73.386.010

73.203.460

99.75%

3.Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

26.303.700

26.294.580

99,97%

4. Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
dan Konsultasi
SKPD

62.779.000

62.774.000

99,99%

4. Pengadaan Barang

128.548.900

128.024.400

99.59%
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Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

1.Pengadaan
Peralatan dan
Mesin Lainnya

128.548.900

128.024.400

99.59%

5. Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

564.580.807

549.991.927

97.42%

1. Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

1.300.000

1300.000

97.42%

2. Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik

102.900.000

94.331.923

91.67%

3. Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

460.380.807

454.360.004

98.69%

6. Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

193.442.960

179.252.312

92.66%

1. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas
atau Kendaraan
Dinas Jabatan

73.347.500

61.837.598

94.31%

2. Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya

19.950.000

18.446.000

92.46%

3.Pemeliharaan /
Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan
Lainnya

100.145.460

98.968.714

98,82%

Program
Penyelenggaraan dan
Pelayanan Publik

416.487.565

413.176.724

99,21 %

a. Koordinasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan
ditingkat Kecamatan

95.336.000

94.461.000

99,08%

1.Peningkatan
efektifitas kegiatan
pemerintahan di
tingkat kecamatan

95.336.000

94.461.000

99,08%

b. Koordinasi

88.854.619

88.100.828

99.15%
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Pemeliharaan dan
Sarana Pelayanan
Umum

1.Koordinasi/sinergi
dengan perangkat
daerah dan/atau
instansi vertikal
yang terkait dalam
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
pelayanan umum

88.854.619

88.100.828

99.15%

c. Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
dilimpahkan kepada
camat

232.296.946

230.614.896

99,26%

1. Pelaksanaan urusan
pemerintahan yang
terkait dengan
pelayanan perizinan
non usaha

15.255.000

14.926.100

97.,28%

2. .Pelaksanaan urusan
pemerintahan yang
terkait dengan non
perizinan

73.986.446

73.907.546

99,89%

3. Pelaksanaan urusan
pemerintahan yang
terkait dengan
kewenangan lain
yang dilimpahkan

143.055.500

141.781.250

99,11%

Koordinasi
Penyelenggaraan
Ketentraman dan
Ketertiban Umum

65.640.500,-

64.843.500,-

98,79 %

a. Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan
Ketentraman dan
Ketertiban Umum

44.760.500

44.599.000

99.64%

1.Harmonisasi
hubungan dengan
tokoh agama dan
tokoh masyarakat

44.760.500

44.599.000

99.64%

b. Koordinasi Penerapan
dan Penegakan Perda
dan Perkada

20.880.000

20.244.500

96.96%

1.Koordinasi/sinergi
dengan perangkat

20.880.000

20.244.500

96,96%
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daerah yang tugas
dan fungsinya di
bidang penegakan
peraturan
perundang-
undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia

4. Program
Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan
Kelurahan

2.797.057.851

2.778.371.084

99.33 %

a. Pemberdayaan
Kelurahan Patehan

667.948.662

661.944.598

99,02 %

1. Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
(Patehan)

306.600.400

300.638.000

98,06%

2. Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan (Patehan)

361.348.262

361.306.598

99,99%

b. Pemberdayaan
Kelurahan Panembahan

1.141.300.183

1.138.267.883

99.73 %

1. Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Kelurahan
(Panembahan)

560.245.000

581.055.183

99.46%

2. Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan
(Panembahan)

581.055.183

581.055.183

100%

a. Pemberdayaan
Kelurahan Kadipaten

987.809.006

978.158.609

99.00%

1. Pembangunan Sarana
dan Prasarana
Kelurahan
(Kadipaten)

530.148.906

526.591.500

99.46%

2.Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan
(Kadipaten)

457.660.100

451.567.103

98.67%

Total

9.163.688.343

8.880.885.709

96.91%

Realisasi anggaran berdasarkan tabel di atas yaitu untuk capaian total belanja

langsung sebesar 96.91% yang terdiri dari Belanja Gaji dan TPP sebesar 95.21 %
dan Belanja non Gaji dan TPP sebesar 98,80%.
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Tabel.

Anggaran dan Realisasi Belanja pencapain Sasaran Tahun 2022

No

Sasaran

Indikator

Kinerja

Anggaran

Target

Reali %
sasi Realisa
si

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Reali
sasi
(%)

Tingkat
perkembangan
Pembangunan
Kemantren
Kraton
meningkat

Nilai evaluasi
perkembangan
pembangunan
Kecamatan/Kemantr
en Kraton

364,67

380

104,20%

9.163.688.343

8.880.885.709

96.91

Belanja
Operasioanal
Utama

3.279.185.916

3.256.391.308

99,30

Belanja
Operasioanal
Pendukung

588.4502.427

5.624.494.401

95,58

Total Belanja

9.163.688.343

8.880.885.709

96.91

Apabila diceermati secara lebih dalam pada relaisasi belanja masing-masing program,
maka dapat dirangkumkan sebagai berikut:

Tabel
Realisasi Anggaran Program Utama dan Pendukung Sasaran Tahun 2022
No. SASARAN PROGRAM SASARAN REALISASI
STRATEGIS PROGRAM
1 Tingkat Program Kepuasan layanan 99,21 %
perkembangan Penyelenggaraan masyarakat di
pembangunan Pemerintahan dan | Kemantren Kraton
Kecamatan / Pelayanan Publik meningkat
Kemantren Kraton
meningkat
2 Koordinasi Pelanggaran Perda 98,79 %
Penyelenggaraan di Kemantren
Ketentraman dan Kraton menurun
Ketertiban Umum
3 Program Swadaya 99.33 %
Pemberdayaan Masyarakat
Masyarakat Desa Kemantren
dan Kelurahan Kratonmeningkat
4 Program Nilai Akuntabilitas 95.58 %
Penunjang Urusan | Kinerja Kemantren
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Pemerintahan Kraton meningkat
Daerah Kabupaten
/ Kota

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan
anggaran pencapaian sasaran yang relatife baik {104,20) sengan
penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukan bahwa anggaran
yang disediakan untuk pencapaian sasaran startegis tahun 2022 telah
mencukupi dan efisiensi.
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BAB IV
PENUTUP

1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menggambarkan penekanan pada
manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap
organisasi  melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan
menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan
mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk
menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari data capaian kinerja yang diuraikan dalam akuntabilitas kinerja pada Bab 111
dan uraian perencanaan kinerja pada Bab Il, secara umum dapat disimpulkan bahwa
pencapaian target pada tahun 2022 Kemantren Kraton Kota Yogyakarta dapat tercapai
sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen Review Rencana Strategis
(Renstra). Baik pada indikator sasaran maupun pada indikator program keduanya
menunjukan pencapaian target yang sangat baik. Dengan kata lain Kemantren Kraton
berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kinerja kemantren yang dilaksanakan oleh aparat kemantren tidak
lepas dari sinergisitas antara masyarakat, kelurahan,kemantren ,pemerintah kota serta
kolaborasi lintas sektoral dan kerja sama dengan dengan pihak lain / universitas.

2. RENCANA TINDAK LANJUT
Dengan memperhatikan uraian data dalam laporan ini dimulai dari Bab |
sampai dengan Bab I11 akan dapat diambil beberapa kesimpulan yang menjadikan catatan
untuk peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksi OPD Kemantren
Kraton pada tahun-tahun yang akan datang.
Melihat keberhasilan secara umum capaian kinerja OPD Kemantren Kraton dan
juga melihat beberapa faktor pendukung dan adanya catatan kecil hambatan dalam

pelaksanaan kinerjanya, maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan sebagai berikut :
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1. Peningkatan peran unsur PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan petugas
urusannya dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pelaporan kegiatan untuk bisa
melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang ditargetkan (tatakala) kemudian
menyelesaikan LPJ nya tepat waktu.

2. Pengoptimalan perencanaan kegiatan pada awal penyusunannya .

3. Pelaksanaan Evaluasi Program Kegiatan yang dilaksanakan setiap Senin pagi akan
terus dilanjutkan karena sangat bermanfaat untuk evaluasi dari pelaksanaan program
kegiatan dan rencana seminggu kedepan.

4. Melaksanakan monitoring kegiatan di tingkat kelurahan maupun jawatan maupun
sekretariat  secara optimal dan upaya pemecahan permasalahan yang dapat
menghambat kinerja OPD.

5. Mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat, meningkatkan koordinasi dan kerjasama
antar sumberdaya manusia yang tersedia di segala bidang dan listas sektoral.

6. Keterbatasan jumlah SDM yang tidak sesuai kebutuhan anjab Kemantren Kraton
diupayakan agar tidak berpengaruh siknifikan terhadap pencapain target kinerja
dengan cara mengoptimalkan pegawai yang ada senyampang diusulkannya ke
Pemerintah Kota Yogyakarta untuk pemenuhan personil yang dibutuhkan sesuai
formasi anjab Kemantren Kraton.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kemantren Kraton semoga
dapat memberikan gambaran yang memadai tentang kinerja Kemantren Kraton Tahun

2022 dan bermanfaat bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Yogyakarta Januari 2023
Mantri Pamong Praja
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